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BAB I

PENDAIIT]LUAI\I

A- Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umunnya dan tfiususnya

di bidang perindushian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai

variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsil dimanfaatkan. Di samping itu,

globalisasi dan perdagangan bebas yang didukrmg oleh kemajuan teknologi

telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang g€rak arus transaksi barang

danlatau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara, sehingga barang dan/atau

iasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri mauprm produksi dalam

negeri.l

Kondisi yang demikian pada satu pihak memprmyai manfaat bagi konsunen

karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat

terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan

kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemaurpuan konsumen.2

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan

kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen

berada pada posisi yang lemah. Konsumen m€qiadi objek aktivitas bisnis untuk

meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh plaku usaha melalui kiat promosi,

t Lihat Peqielasan Undang-Undang Perlindungam Konsumen Nomor I Tahrm 1999, Sinar Grafik4
Jakarta,200l"htm.33.

2lbid.
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cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen 3 Untok

melindungi konsumen dari situasi yang digambarkan di atas, mulai

memikirkan berbagai kebijakan.a Adapun kebijakan pemerintah untuk memberikan

perlindungan,kepada konsumen adalah dengan UU Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam kenyataan, sebagian besar konsumen yang dirugikan tersebut tidak

berkeinginan menggugat petaku usaha untuk meminta ganti kerugian, karena tidak

mau berselisih dengan pelaku usaha selain itu memerlukan waktu" tenaga bahkan

juga biaya. Penyebab lain adalah mereka kurang paharn bagaimana prosedur untuk

menggugat. Bila konsumen kecewa, hanya ada dua pilihan, yaitu berhenti

mengkonsumsi atau beralih ke produk sejenis dengan merek lain.5

Konsunen di kidonesia pada umumnya tidak memiliki posisi tawar-menawar

yang baik. Kondisi ini dikarenakan hal-hal sehagai berikut Pefiama" karena

kemampuan keuangan mereka terbatas, selain ifu konsumen tidak mempunyai banyak

pilihan rmtuk menentukan produk Kedua, belum sadm akan hak-haknya

dan jalur-jahr hukum maupun sosial yang barus ditempuh untuk memperjuangkan

3 lbid.
a Inosentius Samsu! Pedh&tagan KoaswwnrPrcgramPascasarjana Falailtas Hukum Universitas

Indonesia, Jakartq2004, hlm.s.s Amalisa Y,Xqefut lba RflrrrJ, Tangge T@ IIa*-Ita* Kanrlrltwt lllodorr?,

Mangkowunul Barury Dt Xuundya Polafiaag (Xaltan Tohadap Uafutg-Undang No.E Tohun
M99 Tentang Perlhdungm Koasunwt),Paelitiau l*mbaga Pe,nelitian Universitas Sriwijaya
Palemban&2003"h1m.6 I .



haknya Kaigu, pertautan pengusalra dan penguasa dalam beberapa dekade terakhir

ini masih sangat kuat sehingga menggusur kedautatan konsumen.6

Dengan pembodayaan masyarakat dan peningkatao taraf pendidikan masyarakat

diharapkan kelak kesadaran dan keberanian mereka dalam mernmfis atau membela

dan mempertahankan hak-halnya bukaolah suatu hak yang tabu lagi,

sehingga istilah pembeli ftonsumen) adalah raja berar-benar terwujud dan bukm

hanyasloganbelaka. 
;

Berbagai praktik atau perilaku bisnis dalam meqlalankan kegiatan usalra yang

makin aneka ragam dan ptensi merugikan konsumen, makin

menyebabkan tidak berdayanya keadaan konzumeu. Persaingan antar pelaku usaha

Yang makin ketat barangkali rnerupakan penyebab fui pmktik bisnis yang tidak sehat

dan karena konsumen tidak mempunyai ilmu dan/atau lainnya maka

konsumen terjebak ditengatr-tengah persaingan perebutan pa$r diantam pelaku

usaha. Dari uraian tersebut, dapat dilihat dengan jelas usaha yang telah

dilakukan untuk memposisikan konsumen sebagai raja, hasit alihirnya masih pelaku

usahalah yang posisinya kuat dibandingkan dengan konsumen.

Untuk mempertalrankan hak-hak konsumen terhadae pelaku bisnis yang curang/

tidakjujur dalam aili tidak memprmyai itilmd bailq pem€rintah mengeluarkan Undang

Undang No.8 Tahrm 1999 tentang Perlindungaa Konstrmen.

6 \ilarta Koa+Xahartr Lqi Xrrrilraa .Iadf Rafu,Edisi l l Agil 2000,hhn.1.
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Undang-rmdang tersebut diataranya mengatur tentang Lembaga Penyelesaian

Sengketa Konsumen juga mengenai mekanisme penyelesaiannya yang disebut dengan

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Menurut Pasal 1 ,ngka I I Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal I

angka 1 Keputusan Menteri Perindustian dan Perdagangan No.350/ItdPP/Kep/

12120A7, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas

dan menyelesaikan seng\eta antara pelaku usalra dan konzumen. Untuk

tersebut berdasarlmn Pasal 49 ayat (t) Undarg Undang Perlindungan

Konsumen (UUPK), pemerintah membentuk badan penyelesaiau sengketa konsumen

di daerah tingkat tI untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

Selanjutnya untuk merealisir hal tersebut Presiden Republik Indonesia menerbitkan

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahtm 2001 tentrng Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen di 10 Pemerintah Kota yaitu; Kota Meda4 Kota Palembang, Kota jakarta

PusaL Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota

Surabayq Kota Malang dan Kota Makasar.

Menurut ketertuan Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

No.350/LIPP/Kep/1212001, BPSK hrkedrdukan di Ibu Kota daerah kabupaten dan

daerah kot4 badan ini berfungsi untuk dan menyelemilen s€mgketa

konsumen di luar pengadilan. Dalam olsfutssenakan fungsi dimaksu4 BPSK

mempunyai tugas dan wewenang. Adapun tugas dan weweftmg Badan Penyelesaian



Sengketa Konsumen (BPSK) yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian

sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitase.T

Menurut Pasal 47 Undang Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian

sengketa konsumen dengan Pasal 52 mekanisme konsiliasi, mediasi dan arbitrase

sebagaimana dimaksud dalam hlruf a, merupakan penyelesaian sengketa alternatif

yang dilakukan di luar pengadilan Penyelesaian sengketa konsumen di hnr

pengadilan diselenggarakan untuk kesepakatan bentuk dan

besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan

terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh

konsumen

7 lri Purul 52 Undang Undang Polhdungan Konsumen dan pasal 3 Keputusau Melrteri
Perindustim dm Perdagmgan Nomor 350/MPP/Kep/l2DNl; (a) Melaksanakan penanganan dan
penyelesaian s€ngketa konsumen dengan cra konsilias| mediasi dm arbitrase; (b) Memberikan
konsulasi perlindungan konsumen; (c) Melakukan pengawssan tertadap p€Nrcantuman klarsula baku;
(d) Melaporkan kefda penyldik umunt apabila tfljadi pelarggaran ketentuan dalam Undang Undang
No E Tahu 1999 tentang Perlindrmgan Konnme,n; (e) Menerima pengadum secar tertulis marym
tidak dari konsumen t€ntang terjadirya pelangguan Htadae perlindungm konsumen; (8 Melakulon
penelitian dan pemeriksaan sengketa pedinemgan konsumen; (g) Memamggil pelaku usaha yang
diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; (h) Memanggil dan
menghadidcan salsi, saksi ahli dan/afau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran teltadap
Undang Undang No 8 Tahm 1999 t€ntmg Perlindmgao Kmrmen; (i) Meminta bailuan p€nyidft
utuk mengfuadirkan pclalo us'ha, sal$i, s*si ahli eu s€tiry orang sebsgaimana dimaksrd @
huuf g dan huruf q yang tidak bersedia m€menuhi pmggrh BPSK 0) tvtendry*traa, meneliti
dan/er menilai surat dokumen, atau alat bukti lain gum penyelidikan dm/eu pemeriksam; (k)
Memr*uslcaa dan memeaplon ada atau tidakadanya kemgian di pihak konsumen; (l) Memberitahukan
putuse kopda pelaku usaha pag melakulon pelanggaran t€ftadap perlin&rngan konsumen; (m)
Menjatuhkan sanksi adninistratif k€pada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang
No.8 Tahm 1999 tenmg Perlindugan Konsumen.
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Pembedaan penyelesaian sengketa konsumen melalui mekanisme konsiliasi,

mediasi dan arbirase ini didasarkan pada pihak ketiga yang menangani proses

penyelesaian sengketa 8

Untuk saat ini para pihak dalam dunia bisnis, lebih suka

mekanisme konsiliasi, mediasi dan arbifiase dalarn menyelesaiakan sengketa rnereka

karena prosedrn lebih cepat dan rahasia terjamin. Oleh karena itu, penyelesaian

sengketa konsumen melalui per,adilan umum sering dihindaxi dengan berbagai

alaqn yaifu:e

a. Efisiensi, kemanfaatandankepercayaan

b. Pelarian ke prosedur tersembunyi yang tidak resmi dalaur perekouornian.

c. Prosedu pradilan yang menjerakan para pengusdr4 diantaranya prosesnya

bediku-likl ketidakcakapan hakim dan biaya yang tidak resmi di pengadilan.

Dalam hubrmgannya dengan tugas dan wewenang BPSK sebagaimana diatur

dalam pasal 52 huruf a Undang Undang Perlindungan Konsumen jo pasal 3 hunrf a

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut di aras, Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam pelaksanaan penanganan dan

penyelesaian sengketa konsxnen dengan cara konsiliasi, mediasi dan a$ihase

tersebut akan ada problematik-problematik hukwn yang berhubungan dengan

kedudukan dan fungsi dari lembaga BPSK sebagai stnrktur, demikian juga deirgan

8 Gunauan Wrdjajq Al**rtd{ Penye.laaiaa Sengkao, PT Raja Grafmdo Persada, Jalg2rga,
2002,hkl2-3.

e Ynsuf Shofie,PanyfuelmSaghw Xowwta Manurut Undotg Uadoag Pe?lirre.rrgan
Xwttrtwt @APK; Tart dot Prcfu* Pmdrcfut Eahnt),PT Citna Adit)la Bakti, Bandung 2003,
blm-26.
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substansi atau aturan-afiran yang meqiadi dmar penyelesaian sengketa, mauprrl sikap

masyarakat t€rhadry hal tersebut.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang, perlu kimnya diteliti problematik-

probematik hulcm yamg timbul di dalanr penyelesaian sengketa melalui mekanisme

konsiliasi, mediasi, dan arbitare, baik dari aspek stnfttur nuruplm substmsi yaitu

aturan-aturan yang menjadi dasar penyelesaian sengketa konsumen, dan juga

kekuatan putusan BPSK demikian juga sikap pmdangan masyrakat terhadap hat-hal

tersebut.

B. Pemmusan Masalah

Dari uraian latar belalcang di atas, dapatlah dirumuskan beberapa eermaslahan

sebagai berikut:

l. Bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen melalui mekanisme

konsiliasi, mediasi, dan arbitrase?

2. Bagaimana kekuatan putusan BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa

konsumen tersebut?

C. Tujuan dm Manfaat Penolitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis proses penyelesaian sengketa konsrmen pada Badan Penyelesaian

Sengketa Konsunen.

2. Menganalisis tentang kekuatan putusan BPSK dalam rangka pelryelesaian

sengketa konsume,n antara konsumen dan pelaku usaha



Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai balran masukan yang diharrykan dapat me,nrberikan kontibusi benrpa

suatu pemikiran kfiususnya dalam hukum perlindrmgan konsumen

2. Manf*at Pnkjis

Mernbantu para praktisi memberikan pengetahuan di dalam menyelesaikan

sengketa konsumen dengan pelaku usaha

D. Kerangka Konseptual

Praktik monopoli dau kurangnya perlindungan konsume,n telatr meletakkan posisi

konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha.

Ketidakberdayaan konsume,n dalam mengtradapi pelaku usaha ini jelas sangat

merugikan kepentingan masyarakat.

Dalam praktik bisnis, pada umumnya para pelaku usaha berlindung dibalik

standwd contract atau perjaqiian baku yaag telah ditanda tangani oleh kedua belah

pihak yaitu pelaku usaln dan konsumen atauprm berbagai infonnasi semu yang

diberikan oleh pelaku usalra kepada konsumen.lo Pe4an3ian baku isinya ditentukan

s@ara sepihak oleh pelaku usaha dan ini akan menrgikaukonsumen.

Dalam hubungannya dengan kondisi yang demikiaq Majelis Umum Perserikatan

Bangsa-Bangsa telatr mengeluarkan resolusi AIRES/39/248 tentang

Perlindungan Konsumen (Guidelines for Corxurner Protection). Resolusi ini

r0Grmanan Wrdjqia dm Ahmad yaairGfuhfltr tffiutg Pehfugm Xor$rnrur, PT Gruadfu
fusra*o Atu N,l akart42003"hlm. I.



berangsrn-angsur mulai meurbuka rrata pemerintah beftagai negara tentang praktik-

praktik ketidakadilan yang dialami konsumen salatr satu pelaku ekonorni yang secara

empirik diakui keberadaannya, namlm dinegasikan secara yuridis.ll

Pada butir 3 resolusi ini meirgetengahkan salah satu kebtrtuhan yang harus

dipenuhi (tigimate needs) bagi konsdrnen, yaitu tersedianya penyelesaian ganti rugi

yang efeltif (availabitity of ffictive consumer regress).I2 Lebih lanjut menunfr

resolusi ini terdapat 3 (tiga) agenda yang harus ditindaklanjuti pemerintah masing-

masing negara.l3

Pertarna, pemerintah harus perangkafperangkat hukum dan

administratif yang meaurngkiakan konsumen atau organisasi-organisasi terkait

lainnya untuk memperoleh penyelesaian melalui prosedur-prosedur formal dan

informal yang cepat (expeditions), adil (fai\, murah (in expensive), dan terjangkau

(accesible) untuk menampuog terutama kebutuhm-kebutuhan konsumen

berpenghasilan rendah (the needr of low incame consumers).

Keduq pemerintah harus mendorong sernua pelaku usaha (enterprises) rmtuk

menyelesaikan sengketa konsunren dengan cara adil, murah dan informal serta

menetapkan mekanisme sukarela (voluntary mechanism), terrrasuk jasa konsultasi

(advisory services\, dan prosedur penyelesaian informal (informat complains

prose&trs), yeg dapat membantu konsumen.

I I Yusuf Sho fie,Op.Cil.,hlm.7 .
t2lbid
tt lbid
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Ketiga, tersedianya informasi penyelesaian ganti rugi dan prosedur penyelemian

sengketa lainnya bagi konsumen.

Di Indonesia perhatian perrerintah terhadap konsumen dituaaglmn di dalam

GBHN 1983, bahwa nasional -pada umurmya dan pembaagrman

ekonomi @a *fiususnya harus mengrmtungkan konsumen. Dan juga dalam GBHN

1988 dinyatakan pembangunan ekonomi itu harus meqiamin kepentingan konsumen.

Selanjr*nya dalam GBHN 1993 kembali dinyatakan, pembangrrnan ekonomi itu

harus melindungi kepentingan konsumen.'o Akan tetapi, perhatian pemerintah

terhadap konsumen secara comprehensive brru terwujud pada tahrm 1999 yaitu

dengan disyatrkannya dan diundangkannya Undang Undang No.8 Tahun 1999

tentang Perlindrmgan Konsunen.

Di dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen tersebut dimuat

beberapa pasal yang mengatur yang dilarang oleh undarg-undang satu

diantaranya dalah Pasal 8 yang me,nyatakan:

(l) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau

jasa yang:

a- Tidak memenuhi atau tidqk sesuai dengan staodar yang dipersyaratkan dan

ketentuan peratrran penrndang-undangan.

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netton dan jumlah hitmgan

menurut ukuran yang sebmarnya.

tl Shidartqlrlularn Pcflfunaag@, Kouwnw InbnaieiCtasindq2004,hh.57.
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c. Tidak sesuai dengan ukwan, talexa& timbaagan dan jmlah hitungan menunrt

ukuranyang sebenamya.

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jarninan, keistimewaan atau kemanjuran

sebagaimana dinyatakan label, etik€t, atau ketemngan hrang dan/atau

jasa tersebut.

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingLatm, komposisi, proses pengolahan, gaya,

mode atau penggrmaam sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan

barang dan/atau jasa tersebut.

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etike! keGrangan,

iklarU atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaad

pemaofaatan yang paling baikatas barang tertentu

h. Tidak mengikuti ketentuan berprod.uksi secaria halal, sebagaimana pernyataan

halal yang dicantumkao dalam label.

i. Tidak menrasang label atau meurbuat penjetasan hrang yang merrmt narna

barang, ukrlraq berat/isi bemt bersih atau netto, komposisi, aturan pakai,

tanggal pembuatan, akibat sampingan" nama dan alamat pelaku usalra" serta

keterangan lain untuk perygunasn yang menurut ketentuan yang hanrs

dipasang/dibuat.
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j. Tidak mencaofimnkan informasi dan/atau petnnduk perygunaan barang

berbalrasa Indonesia sesuai dengan keteutuan perunAang+maafigan yang

berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagmgkan barang yang rusak, cacat atau bekas,

dan tercemar tanpa memberikan informasi secara le,ngkap dan benar atas bmang

yang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dau pangan yang rusalq

cacat atau bekas dan tercemm dengan atau taapa mernberikm informasi s@ara

lengkap.

Pelanggaran atas larangan-larangan sebagaimana yang diattr di dalam pasal

tersebut aampatnya akan merugikan konsumen. Dalam hal terjadi kenrgian sebagai

akibat kemlahan petaku ustha, maka konsumen berdasarkan pasal 4 huruf h Undang

Undang Pmlindungan Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti nrgi

dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sebagaimana

mestinya.

Sebagai konsekuensi hukum dalam hat t€rjadi pelanggaran oleh pelaku usaha

yang merugikan konsumen, pelaku usaha harus bertanggung jaurab berdasarkan

ketentuan Pasal 19:

(l) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakarl

pencemaran, dan/atau kertrgian konsumen akibat mengkonsurrsi baang dan/atau

jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
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(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud prrda ayat (l) dapat berupa pengembalian uang

atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setam nilainya, atau

perawatan kesehatan dan/atau pemberian sanfunan yang sesuai dengan keteotuan

perahrran perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakm dalarn tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah

tanggal tansaksi.

(a) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud padra ayat (1) dan ayat (2) tidak

menghapuskan kmungkinan adanya tuotutan pidana berdasarkan pembutlian

lebih la4iut adanya unsur kesalahan

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak b€rlaku apabila

pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalalran tersebut mertrpakan kesalahan

konsumen.

Dalam hubungannya dengan ketentuan pasal tersebut di atas, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 23 Undang Undang Perlindungan Konsumen, pelalil usalra yang

menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas

tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (l), ayat Q), ayat Q),

dan ayat (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengeta Konsumen atau

mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Sebagai tindak lan$ut dari ketentuan Pasal 23 Undang Undang Perlindungan

Konsumen maka berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Perlindungan Konsumen:
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(l) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga
yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usatra atau melalui
peradilan yang berada di linghmgan peradilan umum.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar
pengadilan berdasarkan pilihan sutcarela para pihak yang bersengketa.

Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) ini lebih lanjut diatur di dalam Keputusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sangketa Konsumen

(BPSK) menurut Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustian dan Perdagangan Nomor

350/ldPP/Kep/1212001melalui cara konsiliasi atatr mediasi atau arbiffise dilakukan

atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 5 keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan:

(l) Penyelesaian Sengketa Konsrnnen dengan cara konsiliasi dilalrutcan sendiri oleh

para pihak yang bersengketa dengan oleh majelis yang bertindak pasif

sebagai konsiliator.

(2) Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara mediasi dilakukan sendiri oleh

para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif

sebagai mediator.

(3) Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara arbitrase dilakukan sepenuhnya

oleh majelis yang bertindak sebagai arbiter.
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Untuk menganalisis dan menjawab prmasalahan yang dikemtrkakan di dalam

penyelesaian sengketa konsumen melalui mekanisme konsiliasi, mediasi dan arbitrase

pada BPSK, dipergunakan beberapa teori hukum dan asas-asas hukum.

Adapun teori yang dipergrmakan adatah membahas, menganalisis tentang

penyelesaian sengketa konsrmren dimaksud adalah:

l. teori tentang sistern hukum

2. teori tentang penegakan hukum

Menurut Friedman sebagaimana dikutip oleh tnosentius Samsul dalam bukunya

Perlindungan Konsumen, sistem hukum adalah merupkan sistem yang meliputi:

strukhr, substansi dan budaya hukum.ls

o Unsrn Struktur (Sacture) oleh Friedman, dinrmuskan:

"The structure of legal system consists af element of this kinds, the nwnher and size of
courts; their yurisdiction (tltot is, wlwt kind of cases they near, and how and wtry),
and nodes of appeal from one corrt to another. Structwe also means how the
legislature is organize, lnw many members sit onfederal trade cammission, what a
president call @SalU do ar nat do, what procedwes tle police department follows,
and so on- "16

Apabila diperhatikan dao dipatrami dan pengertian strukhr hukum di atas, maka

yang termasuk sfruktur hukum diantamnya adalah pngadilan tingkat pertam4

pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat kasasi, Badan Perlindrmgan

Konsumen Indonesia (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsunren (BPSK)

beserta suuktur organimsinya" jumlah hakino, juntah anggota konsiliator, mediator

dan arbiter pada Badan Penyetesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

15 Ade Marwan Suhermm, Pengantar Pefiutdingon Sbtern Huhum,pT Raja Grafindo persada,
Jalfftq 2004, hh.l1.

16 Inosentius Samsul,@. Cr;r.,hlm.Zl.
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. Unsur Substmsi Hukum (Substanee)

Oleh Friedman, substansi hukum dijelaskan sebagai berikut:

*By this meant the actual rules, norms and behavior Wterns of people inside the
system. This is first af all the lav,' in the populw sense of term- the fact thot the
speed lifiit is frfty-frve miles an hour, tlwt burglars can be sent to prison, that 'by
low' a picWe maker has to list his ingredients on the label of the jar.n'''

Dari penjelasan tersebut dapat diketatrui bahwa yang dimaksud dengan sukansi

hukum adalatt ahrran-atuian, norna-norna dan aturan tentang pola perilaku manusia

yang berada dalam sistem hukum. Misalnya ketentuan tentang persyaratan mengenai

informasi yang harus dimuat dalam label produk, ket€ntuao tentang mekanisme

penyelesaian sengketa konsumen, ketentua tentang prinsipprinsip tanggung jawab

pelaku usaha yang diatur dalam undang undang Perlindungan Ksnsumen.

o UnsurBudayaHukum

Adapun yang dimaksud dengan budaya hukum (legal cakure) adalah sikap-*iku,

dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hulffm di dalam masyaralcal bersaura-sarna

dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan t'ngkah laku yang

berhubungan dengan hukum dan lernbaga-lembaganya" baik secara positif maupun

negatif.18

Selar{ufrrya dalam hubturgannya dengan sistem hulanm Friedman sebagaimana

dikutip oleh Marwah M.Diah dalam bukunya yang berjrdul Restukturisasi BUMN di

Indonesi4 Privatisasi atau Korporatisasi mer{elaskan sistem hukum (legal system}

memptmyai firgsi dalam suatu masyarakat yaitu:

r7 lbid.
" Adp Maman Suherman, Op.Cit., hlm.l2.
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a. Sistem hukum merupakan bagian dari social control. Sistem hukum sangat
mernperlratikan (concern) dengan pengendalian perilaku . Pada setiap
tingkatan masyaraka! sistem hukum mernberikan pedoman bagi masyarakat apa
yang dapat/boleh dan tidak boteh dikerjakan. Selain itu dalm menjalankan fungsi
tersebut, maka unsur sistem hukum akan didukmg oleh suatu kekuasaan formal.

b. Sistem hukum adalah sanana unhrk menyelesaikan sengketa (dispute settlernent)
di antma anggota masyarakat. Pada runuflrnya telah dikenal bahwa lembaga
penyelesaian sengketa adalah lembaga peradilan, tetapi sebnarnya sengketa
antam anggota masyarakat dapat juga_diselesaikan oleh lembaga-lembaga lain
yang hidup dalam suatu sistem hukum.le

Ketiga unsur sistem hukum dari Friedman yakni stuktur, substansi dan budaya

huhrm yang merupakan kesatuan akan dipergunakan di dalam membahas,

menganalisis memecahkan menfawab perrrasatalran sengketa konsurnen.

Dui rmstr smktur akan di analisis kedudukan dan fungsi Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) di masyarakat konsumen dan pelaku usah4 kinerja

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ditiqiau dari latar belakang

pendidikannya.

Dari unsur substansi akan dibahas dan dianalisis tentang aturan yang

berhubungan dengan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Hal ini tidak

terlepas dari budaya hukurn, yakni sikap masyarakat kfiuzusnya

masyarakat konsumen dan pelaku usalra dalam hubungannya dengan kedudulran dan

fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan undang undang

Perlindungan Konsumen

Selain teori tentaug sistem hukum dmi Friedman, peneliti juga mempergrmakan

teori penegakan hukmr unftk membahas, menganalisis,meqiawab permasalahan

re Marwah M.DialL Rescruh$tsusi BUMN dt ladonsia,Fltyarlsosi atau Xorporaba*i
,CeteratqJalcfitq2003,hlm.4 I .
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penelitian ini. Hal ini oleh karena penyelesaian sengketa konsunen adatah

merupakan begran dari penegakan hukum.

Menurut A.Hamzah hukum disebut dalam bahasa Inggis; Law

Enforcemez{bahasa Belanda; Recht Handhaving. Istilah penegakan hukum dalam

battasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu

dengan force,sehingga da yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya

bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran yang demikian tidak tepat, karena

penegakan hukum mempunyai ruang lingkup lebih luas.2o

Handhaving menurut Notitie Handhaving Melieurechq 1981, ialah "pengawasan

dan penerapan (dengan ancanran) penggunaan insrumen administratif, kepidanaan

atau keperdataan, dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang mnum

dan individual."2l

Menurut Sudikno Mertokuzumo dalam penegakan hlftum ada 3 (tiga) uosur yang

selalu harus diperhatikaruyaitu: kepastian hukum (rechtssicherheir), kemanfaatan

(zw ecbnas sigheit) dan keadilan (6ere chtigheit).n

Di dalam penegakan hukum ada beberapa faktor yang mempengaruhinya,

menunrt Soerj ono Soekanto, faktor-faktor yang rneliputi :

1. faktor hukumnya sendiri

2. faktor penegak hukum

3. faktor sarana atau frsilitas yang mendukung hukum

20 A.Hamzah Penryekaa Hukunt Ltngkuagu,CV Sama Arthajayalakarta l9F.l,hfui.ll.
2t lbid
2 Sudikno Mertolusumo,*Ieryaol lluhut LiMy,Yogralcarta,2003,htm. 160.
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4. faktor masyaraka! yakni linglcungan dimana hulom tersebut berlaku atau

diterapkan.

5. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karyq cipta dan rasa yang didasarkan pada

karsa pada manusia di dalam pergautan hidup.23

Menurut Febrian, fahor pertama berpangkal pada ketmtuan ymg dinrmuskan

dalam hukum positif tertulis, misalnya ketertuan yang bertentangan dengan asas,

ketelrtuan yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tingg, belum adanya

peraturan pelaksanaan, dan lain sebagainya.

Fakor kedua,furpargkal pada peraaan percgak hukum,misalnya sikap dan

pelaksanaan peran penegak hukum dalam memberikan pelayanan hukum.

Fafuor kctiga,dalah tersedia atau tidak tersedianya fasilitas dan saana misalnya

tenaga penegak hr*um yang berpendidikan rendalu ketampilan di dalam

membuat berita acffa penyidikan dan lain sebagainya.

Fafuor keempat, ialah sebagai lingkungan dimana hukum

diberlakukan. Masyarakat memiliki pandangan tertentu terhadap huhm dan peuegak

hukum.

Fal*or kelirna,ial& kebudayaan idiil adalah adat tata kelakuan yang bersumber

dari nilai-nilai budaya sebagai pedomm bagi sikap tindak anggota masyarakat

pendukung kebudayaan tertentu, karena nitai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat

sangat berpen$ruh terhadap penegakan hukum positif terhrlis.24

Teori penegakan huhm peneliti padukan dengan teori sistem hukum rmtuk

membahas, menganalisis untuk membmtu menjaunab permasalahan dalam penelitian

ini.

asoerjono Soekanto, Fa*tor-Fahlor yang MotEenpruhl Panegakan EukumrPT Raja Grafindo
Persada,Jalfft4cehkm 6, 2005,hlm.8.

2aFeffian Pangaruh Patghapusm Perwrhtsh Dara Tertwdap trqatuh@, H*hem Mryeraha
afrm Peron Pediafunganprogan Pascasarjana Universitas Airtangga, l993,hln 15- 16.
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E. Metode PeneHtian

l. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah merupakan penelitian uormatif. Peaelitian ini Mitik

tolak dari telaah hukum positif. Jenis penelitian ini memnut Soerjono Soekanto dan

Sri Mmrudji adatah menrpakan penelitian kepusatakaan.2s Penelitian ioi dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekrmder belaka. Penelitian hukum

normatif atau kepustakaan normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukuq

penelitian tertradap sistenratik hr*um, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal

dan horisontal, peraturan hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Sebagai pe'nelitian yuridis normatif, penelitian ini berbasis pada analisis tefradap

noflna hukum, baik hukum dalam wtt law as it is written in the books (dalarn

peraturan perundang-undangan) maupun hul<trm dalam atti law as it is decided by

iudge throughiudicial process (dalarn hal ini yang dimat<sud putusan-prtusan Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Jadi di dalam penelitian ini objek yang

dianalisis adalah nonna-nonna hukum dalam Undang-Urdang Perlindungan

Konstmen dan Keputusan Menteri Perindusnian dan Perdagangan yang berhubungan

dengan penyelesaian sengketa konsume,n dan juga noilna yang sudah dipugpnakarl

dalam penyelesaian kasus yang telah diputus oteh Badan Penyelesaian Sengketa

Konstnnen.

, r Soer5ono Soekmto, dan Sri Mamudji, Penctilbn Eakmt Nor@: Suatu Tfulauo,
SWha/,,CY Rajaunali,Jakarta I gSs"hlm. I 5.
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2. Pendekatan Penclitian

Untuk menjawab @ahan penelitian ini akan digumakan

metode pendekatan conceptual yakni delrgan konsep teori rmfirk

fakta yang s@ara langsung deagan mengamati obyek

materi yang diteliti dan pendekatan stduta opproach, yaitu dengan menggunakan

pendekatan perundang-undangan dengan melakukan an"lisis-analisis terhadap

pengertian yuridis dan ketentuan hrftum positif yang berkaitan dengan penyelesaian

sengketa konsumen.

3. Bahan Eukum Pcnelitian

Dalam penelitian ini rnenggmakan bahan hukrm yang diperoleh metalui studi

kepustakaan pada Badan Penyeleasian Sengketa Konsunen Kota Bandung dan Badan

Penyelesaian Kota Palembang, yang berbentuk:

a. bahan hukum primer, yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahua 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Nomo, 30 Tahun 1999 Tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengket4 feputusan Menteri Perindustrian

dan Perdagangan,pemturan lain yang b€rkaitan dengan penyelesaian sengketa

konsumen dan Keputusan-Keputusan BPSK

b. bahan hukum sekunder, yaitu yang berupa literatrn-titeratur yang ada

hubungannya dengan hukum perlfurdungan konsunen dan jurnal,

c. bahan hr*um tersier, yaitu yang benrya Kanrus.
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4. Tolmk Anakk Brhrn f,ulep

Setelah bdmn hul$m t€rlcumpil, dieatisis wam mdalam dan kom@ensif

dengm cam deslaiptif amlitis mtuk meqiawab pernrasalahsn di dalam penelitian.

Pengguman tslcds eslisis behm pereIitia ini di&sakan pada pcrtimbrogen, yaihr

Wtarrra, data yang dianelisis bcrm,ka ragam memiliki sifm dasr ymg berteda

antara satu d€NEru yang laimya serta ti&k mtrdah rm&k dikuantit*iftaq kcfuq

sifrt dmar data yang dianalisis adalah menyelrmrh (konryehewifl dm merupkan

sahr kesatuaa yang buld (twtistic).x

r Inosmitrs Smsul, Ap.Cit,hllrr..10,
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a)

BAB II

TINJAUAI\I PUSTAKA

Sengkcta Konsumen dan Penyehseien Songlcta Konsumen

Pengertian sengketa atau koaflik

Sebelum menguraikan tentang pengertian sengketa konsumeu terlebih datrulu

akan dikemukakan pengertian konflilq agar mendapatkan ganrbaran tentang konflik.

Disptte a conflict or contrqvels!; a conflict of claims or right; and assertation of a

right, claim, or demod on ane side, met by cantrty claims or allegotians on the

otller. T'he subject of litigation; the matter for which a suit brought and upn which

issue is joitud and in relation to which jurors are called and witrusses examired See

cause of actian claim, contrcversy, justiciable controversy, labar dispute.r

M€nun$ Joni Emirzon konflik/ perselisihan/ percekcokan adalah adanya

pertentangan atau ketidak sesuaian antara para pihak yang akan dan sedang

mengatakan hubuugan atau kerjasama2 Sedangkan menurut Ronny Hanitijo, konflik

adalah situasi (keadaan) dimana dua atau lebih pihak-pihak memperjuangkan tujuan

mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan dan dimana tiaptiap pihak

mencoba meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran rqiukannya3

I lalu Husni, Puydadat Perricdrlfiot il*fungs, IrrMat Mdabt Paga&aa ifl d h.ar
Pagadllo4 PT Raja Grafindo Persad4 Jakarh, 2m4, hlm"7.

'Joni Emirmn, Alten@Patyelaetu sary*eta dt tnar pangodilott (Nesosfut Medrd,
Konsiliasi, Arbltrose), PT Raja Grafindo PersadA Jakilta, 2001, htm.2l

'Ronny HanitijotaEdaatca Perctbthort Hubwye IaMN, PT Raja G.rafindo Persada,
Jalcarta, 198l.,h1tu22.

23
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Beftda msnunrt Lalu Husni, konflik dapat dimaknakan sobagai suatu kondisi

dimma pihak yang satu menghendaki agar pihak yang lain beftuat atau tidak berbuat

sesuai dengan yang diinginkan tetapi pihak lain menolak keinginan inr.a

Dengan demikian menunrtrya dapat dl'taik un$lr-ursilrdari konflik/ perselisihm/

pe,rcekcokan tersebut yaitu:s

a adanya pihak-pihak (dua orang atau lebih)

b. t{uan pog berbeda yakni pibak yang satu menghendaki agar pihak yang lain

beftuaU bersikap sesuai deryan yang dikehendakinya;

c. pihak yang lain menolak keinginan tersebut a1a1 ftsinginan itu tidak dapat

Dalam Black's Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh Lalu Husni bahwa

perselisihm memiliki beberapa bentuk yalsd con/lieting evident, conflict of aatlnrity,

conflict of *tterest, conJlict of lmv, contlict of perwnal lsw.DalI, konflik yang terjadi

akan t€rlihat apakatr bertrpa konflik kepentiagag konflik hukum, konflik sosial dalam

lapangan bisnis dan lain-lain.6

b) Pengertian Sengketa Konsumen

Undang Undang Perlindrmgan Konsumen (t tlPK) tidak memberikan batasan

apakah yang dimaksud dmgan sengketa konsrmen, kata "sengketa konsumed'

n Ialu Husni" Ap.cit.,htm.2
'Ibid.
6lbid-
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dijumpai pada beberap bagian Undang Undang Perlindrmgan Konsumen (UUPK),

yaitu:7

1. Penyebutan sengketa konstrmen sebagai bagian dari sebutan institusi adminisfiasi

negara yang rnempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa antara pelaku

usaha dan konsunren, dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK) Pasal I butir 1l Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo

Bab XI Uadang Uodang Palindungan Konsumen (JUPK).

2. Penyebutan seagketa konsuuren menyaagtut tata cara atau prosedur penyelesaian

sengketa terdapat pada Bab X Penyelesaian Sengketa Pada bab ini digrrnakm

penyehsan sengketa koosurnen secara koosisten, yaitu: Pasal 45 ayat (2) dan

Pasal48 Undang Undang Perlindrmgaa Konsumen.

Dalam hubungannya unttrk memaharni pengertian sengketa kousumen yang

t€rsirat di dalarn Undang Undang Perlirdnngan Konstmen ada beberapa kata kunci,

yaitu:

Pertama, batasan konsumen dan pelakr usaha

KeAn, batasan badan pelryelesaian sengketa konsurnen.

B*tesan Sengkete Konsumen

Me'lnrnrt ketentrmn Pasat I butir 2 Undang Undang Perlindrmgan Konsme,n,

*konsum€n dalah setiap orang pemakai bmng dan/ atau jasa yang tersedia dalam

maspakat baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lairq rnaupun makhluk hidup lain

7 Yusuf shofie, PaEfutan kegWa xmwtwt, pr cira Aditya Batri, Bandung 2fl)3,
hlm.12.
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dan tidak untuk dipedagangkan." Batasan pelaku usah4 menunrt Pasal I angloo 2

LJUPK , pelaku usaha adalah setiap orang pers€orangan atau badan usaha baik yang

berbentuk badan hulrun maupun bul€n badan hukum yang didirikan dao

berkedufukan atau melakukan kegiatan dalarn wilayah hukum Negara Indonesia baik

sendiri marpun bersanra-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha

dalam berbagai bidang ekonomi.

Dari rumusan tentang pengertim konsumen dapat bahwa konsumen

adalah setiqp orang-perorangan atau individu pemakai barang dan/ atau jasa untuk

keperluan diri sendiri, keluarga dan pihak lain. Sedangkan dari nrmusan peflgsrtian

pelaku usa}la dapat disimpulkn bahwa pelaku usaha adalah

1. setiap orang atau iodividu;

2. badan usaha yang bertadan hukum atau tidak berbadan hul$m.

Bet*son Ba&n Peuyelesairn Scngk€te Koasum€n

Adapun batasan yang kedua yakni badan penyelemian sengketa konsumen pada

Pasal I butir 11 Undang Undang Perlinduogan Konstmen adalah badan yang

b€rtugas menangani dan menyelesailmn s€ngketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Dari ket€nfilan tersebut menuqiuHsan bahwa yang dimaksud dengan "sengketa

konstrmed' , yaitu sengketa antara pelaku usaha dan konsmen.s

Ssara resmi pengertian sengketa konsumen dirumuskan di dalam Pasal I angka 8

Keputusan Menteri P€riodustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/

MPPlKep/lznAAL sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usalra dengan
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konsum€tr yang menunfirt ganti rugl atas kerusaka, pencemaran dan/ atau yang

menderita akibat i barangdar/ atau rnanfaat jasa

c). Penyelesaian Sengketa Konsrmren

Berdasadcan ketentuan Pasal 19 (l) UtlP& pelalu usaha bertanggung jawab

memberikan gaati rugi atas kerusakaru p€ncemaran dan/ atau kerugian konsumen

akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Mennnrt ketentuan Pasal 19 (2) LJUPK ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) dapat berupa penge'mbalian uang atau penggaatian barang dan/ jasa yang sejenis

atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/ atau penrberian santunan yang

sesuai dengan ketqrumn peraturan @ )iaog berlah Dalam

hubrmgannya dengan ketentuan di atas maka bendasarkan ketentuan ayat (3)

pemberian gaoti nrgi dilaksanalcan dalam tenggang waktu 7 (tujutr) hari setelah

tanggal fransaksi.

Namrm yang perlu dip€rhatikan, menurut ketentuan ayat (5) dari Pasal 19 ULIPK

ketentnan dimaksud pada ayat (l) dan ayat e) tidak berlaku apabila

pelaku usaha dapat memhrktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalalmn

konstrmen.

Dalam huburgannya dengan tanggrrng jawab petaku usaha sebagaimana

dikemukakm di atas berdasarkan Pasal 23 LJLIPL pelaku usaha yang menolak dao/

arau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugr atas tuntutan

konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (l), ayat (2), ayat (3) dan ayat

(4) dapat digugat melalui Badao Penyelesaian Sengketa Konstmm atau meugajukan



28

ke Badan Pengadilan di tempat kedudukan konsumen. Perihat penyelesaian semgketa

konsumen dalam LJLJPK diatrr dalam Bab X yang terdiri dari empat pasal yang

dimulai daxi Pasat 45 yd Pasal48.e

Menurut ketentuan Pasal 45 (l) ULJPK setiap konsumen yang dinrgikan dapat

menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas rnenyelesaikan sengketa

antara konsume,n dan pelaku usaha atau melalui pe,radilan yang berada di lingkungan

perdilaa uxnum. Melalui ketentuan Pasal 45 ayat (l) dapat diketahui bahwa untuk

menyelesaikan sengketa konsumen terdapat dua pilihan" yaitu:

1. melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsrmren dan

pelaku usaha, atau

2. melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Adapun lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

pelaku usaha yang dimaksud disini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

(BPSK). Sdangkan peradilan umrm adalatr Pengadilan Negeri, Pengadilan Tingel

dan lv{ahkamah Agung

Bqdasa*an ketentuan Pasal 45 ayat @ t UpK penyelesaian sengketa

konsumen dapat ditemptrh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan

pilihao sukrela para pihak yary berperkara. Memunrt penjelasan ayat A)

penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup

kemungkinan penyelesaian demai oleh para pihak yang bersengketa.

_ - 
e Gnnawan widiaja, Ha*am fqr&rrg Pdhewgail Kolxcttwt, Gramedia pustaka Utana,

Jalorta, 2003, hlm.fJ.
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Yang dimaksud dengan penyelesaian s@ara damai adalah penyelesaian yang

dilatcukan oleh kedua belatr pihak yang benengketa (flaku usaha dan konsuuren)

tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsuuren dan tidak

bertentmgan dengan rmdang-undang

Penyelesaian Sengketa di Inar Pengadilan atau Melalui Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen

Melrurut Pasal 47 {ruPK, *penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan

diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti

rugi dad atau mengenai tindakan tertentu unfilk mqiamin tidak akao tedadi kembali

atartidak akn terulang kelnbali kerugian yang diderita konsumen.

Adapun berrtuk jaminan menurut penjelasan Pasal 47 LILJPK benrpa persyaratan

tertulis yang menerangkan batrwa tidak akan tenrlaug kembali perbuatao yang telah

m€rugikan konsumen tersebut. Penyelesaian seirgketa di tuar pengdilan atau yang

lebih dikenal dengan Alternative Disputes Resolution (ADR) dzpatditempuh dengan

berbagai cara- ADR tersebut dapat bertrpa abitrase"urediasi, konsiliasi, minitial,

summary jury tial, settle,ment confenence serta bentuk laianya.l0

Penyelesaian altqnatif akhir-akhir ini, mendapat perhatian dari berbagai kalangan

(terutama dalam &mia bisois) sebagai cara penyelesaian yamg perlu dikenrhngkan

mtuk mengatasi keryracetm melalui pengadilan.ll Undang-rmdaug tentang

Perlindrmgan konsumen mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan

ro lbid.,hrm233.
tr H.Sudiarto dmkniAsyhabie,lWagwlArtiow,PT Raja Grafindo P€rsada, Jalmrt& 2004,

hlm.ll.
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namun hanya memperkenalkan 3 (tga) rnacam dari sekian banyak cara yaitu;

axhitrasc, konsiliasi, dan mediasi yang merupakan bentuk atau cara penyelesaian

sengketa yang dibebankan menjadi tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumon

Adapim tugas dan wewenang BPSK tentang penyelesaian sengketa konsurnen

secara tegas diatur di dalam Pasal 52a LIt PK jo Pasal 3a Keputusan llrlenteri

Perindustrian dan Pffdagangan Republik Indonesia Nomor 350/ MPP/ Kepll}D$0l,

yaitu melaksanakan penaganan dan penyelesaian sengketa koosumen dengan cara

konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

Menunrt ketentuan Pasal 4 ayat (1) Menteri Perindusfian dan Perdagangan

tersebut, penyelesaian sengketa konsmren oleh Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujrno para

pihak yang bersangkutan.

l) Konsiliasi

Penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi menurut Pasal I Keputusan Menteri

Perindustian dan Perdagangao Republik Indonesia Nomor 350ltvIPP/ K;dl2lzffi

adalah penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan deogan perantaraan Badan

Penyelesaian Sengketa Konsurnen (BPSK) untuk me,mpertemukan para pihak yang

berseqketa dan pnyelesaiamya diseralrkan kepada para pihak.

Mentrrut M.Hrsseyn tfmaro konsiliasi adalah suatu penyelesaian dirnana para

pihak berupaya aktif mencui penyelesaian dengan betum pihak ketiga Konsiliasi

diperlukan apabila para pihak tidak mampu menyelesaiakan s€ndiri pe,lryelesaiannya
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Penyelesaian seagkda dengan konsilisiasi lebih mengacu kepada cara penyelesaian

sengketa melalui konsensus antara para pihak sedanglan pihak ketiga hanya

bertinrtak netral, ber,peran aktif maupun tidak aktif." U*.rl*-r*l* penyelesaian

sengketa tidaklah mengikat Oleh karena itu diterima tidaknya usulan tersebut

bergantung sepenutrnya pada para pihak.l3 Dalam Black's Law Dictionary

sebagaimana dikutip oleh Gmawan Widjaja dan Ahmad Yaui dalm bukunya Hukum

Arbitrase, konsiliasi adalah "awsiliation is tlu a dj*rtment and settlement of disp*e

in a friendly, unantagonistic nanner towords woiding trial ang in labor disp*es

hefore wbitrstion." "Corfft of consiliation is a cottt which propasesterms of

aliusmefi, so as to aroidlitigation"ra

Jika pengertian sebagaimana diberikan dalam Black's Law

Dictionary dapat dikatakm hhwa pada prinsipnya konsiliasi tidak jauh dengon

peraamaiaq rebagaimana diattr dalam Pasal 1851 sampi dengan Pasal 1864 Bab

XVII Buku III Kitab Undang Undang Hulom Perdata. Dan jika demikian berarti

segala sesuatu yang dimak$dkan untuk diselesailcan melalui konsiliasi secara tidak

langsmg juga tr,nrduk pada ketenhran Kitab Undang Uadang Hukum Perdata dan

secarakhusus Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864.15

12lbid.
13 Huala Adoli flahrm Padago*gan hwnodono!,PT Raja Grafmdo P€rsad4 Jakarta, 2005,

h1m.205.
rn Gunawm Widjaja dan Ahmad Yant" Iluhunt Arbfuwe, PT Raja Grafido P€rsad4 Ja&rta,

2ffi1,h1m.36.
rs lbid.
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Hal ini berarti hasil kesepkatan para pihak melalui atternatif penyelemian

s€ngketa konsiliasi inipun harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara

bersama oleh para pihak yang bersengketal6

2) Modiasi

Melrunrt ketentuan Pasat I angka l0 Keputusan Menteri sebagaimana yang

disebut di atas mediasi adalah pross penyelesaian ssngketa konsumen di tuar

pengadilan dengan perantaraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

sebagai penasehat dan penyelemiannya diserahkan kepada para pihak.

Menrntrt Gary Good Faster sebagaimma dikutip oleh H.Sudiarto dan Zaffi

Asybadie dalam bukunya mengenal arbifiase, m€diasi adalah prcses negosiasi

pemecaban masalah dimana pihak hur yang tidak memihak (impartiat) dan netral

bekerja dengan pihak yang bersengketa tmtuk membmtu mereka memperoleh

dengan rnernutuskarulT Sedanglran merrurut Ahmad santoso dan Anton

L.P.Hutapea, mediasi adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ketiga netral ymg

tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan.lt

Dalmr Black's Law Dictionary sebagaimana dikrfrip oleh Gtmawan Widjaja dan

Ahmad Yani, mdiasi dan mediator adalah:

t6lbid.

'] H.Suairto dm Zaeni Asyhadie Op.cit,hlm.16.8lbtd.
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"mediation is Ttrivate, inforrrwl dispte resolution pracess in which a ne*ral third

Wrson, the mediator, helps disputing porties to reach an ogreernent." "the mediator

has no power to impose a deeission on the parties."re

SAan*an memnrt Mark E. Roszlrowski dalam bukunya Business Law, principles,

cases and policy dikatakan balnra:

"rnediatian is a relatively informal process in which a ,reutral third pwty, tlw

rnediators lvlps to resolve a dispute"

"A mediator generally has w power to impnse a resolution'

"In mm1/ respect, tlrcrefore, mediatar can be cansi&red as structured negotiotion in

which tfu mediaor facitrties the process."s Dalam mediasi, mediator ilut secara

aktif dalam proses negosiasi. Dalam kapasitasnya sebagai pihak yang netal, benrpaya

mendamaikan para pihak dengan rremberikan saran penyelesaian seogketa.2l Usutail

atau saran mediator sifahya tidak mengikat. Dari flrrlusiaturirrus?o te,rsebut dapat

disimpulkan bahwa pengertian mediasi mengandung bebe,rapa un$n:

l. mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan psrudingan.

2. ndiator t€rlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam

penrrdingan.

3. mediator bertugas membantu para pihak yaag bersengketa mtuk uercari

penyelemian.

li ffff** 
Widjaja dan Ahmad Y ant, ap- crt., hlm.33.

2r Hnala AdoU Ap.cit,hlrl..zl3.



34

4. m€diator tidak mempuqai membuat keputusan slama perundingan

berlangsung

5. tujuan mediasi adalah rmtuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dryat

diterima pihak-pihak yang bersengketa guna menga*fiiri sengketaz

3) Arbitrase

Menunrt ketentuan Pasal 1 angka 11 Kepuhrmn Menteri Perindusuian dan

Perdagangan Republik tndonesia Nomor 3501t{PP/Kep/lA2Nl, arbihse adalah

prcses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para

pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketa kepada

Badan Penyelesaian Sq€k€ta Konmren (BPSK).

Selain pengertian yang sifatuya khusus lsrcna ditekankan khusus bagi

penyelesaian sen$e{a konsumen pada ketentuan di das, pagertim ar,bitrase ffiffia

yuridis formal juga dirumuskan di dalam Undang Undang No.30 tahun 1999 tentang

fubitase dan Alternatif Penyelemian Sengketa-

Menurut Pasal I 4ngka 7 UU Nomor 30 tahrm 1989| arbitrase adalah cara

penyelesaian sengketa perdda di luar peradilan urnurn yang didasa*aa pada

perjanjian arbitrase yaag dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa

Disanping pengprtian yuridis formal ada beberapa sarjm yang manberikam definisi

tentang atitrase.

2 H.strdirto dn Zlrrn Op.cit., hlm.17 .
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Subekti memdefinisikan bahwa arbitrase adalah " penyelesaian sengketa oleh

seorang lrakim alau paa hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan

tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan olehhakim yang merekapilih.23

Menunrt H.MN.Purwosutj ipto,'leruasitan adalah suatu peradilan perdamaian

dimaoa pam pihak hsepakat agar perselisihan meneka tentang hak pribadi yang

dapat mereka kuasai dip€riksa dan diadili ole,h hakim yang tidak

me,mihk ymg difiqiuk oleh para pihak sendiri dan putusannya meagikat bagi kedua

belah pihak.2a

Dari beberapa pengertian tentang arbitrase di atas dryat diketahui adanya

beberrya unsur yang sailna, yaifu:25

1. adanya kesepakatan rmtril< menyemhakan penyelesaian sengketa-sengketa baik

yang akan terjadi maupun yang telah terjadi, kepada seorang atau beberapa orang

pihak ketiga di ltwperdilan umum untukdiputuskan;

2. penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut

hak pribadi yang dryat dikuasai sepenuhnya kfiususnya disini dalmr bidang

perdagangm, indusfi dan ketrangan; dan

3. putusan tersebut akan merupakan putusan akhir dan mengikat.

B. S&nksi begi Pcl*ku Us*ha yr*g Meilrknken Pelrnggaren Undeng Undrng

Porlinduqrn Konsumen

23subelti, lrbffrare Pudogongaa, Bina CiF4 Bmdrmg, 1992, hlm.l
2tt.UN.fnnvosu6ipw, fi*o*.fo*o* Parg*fur, Eufuitt WmS; fu*u*m,Xqffi* fut

Patufun Pall,fuyeltrin, Djmbaan" Jalwtl, 1992, hlml.I tlsrdiarto dN 7&aiAsyhadb,Op. err, hlm.Jg.
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K€t€r$$n-k€telrtuaa png mengatur samksi-sanksi yang dapat dik€oakan k€pada

pelaku usaba yang melakukan pelanggaran terhadap undang rmdang perlindrmgan

konsmren secara tegas diattn di dalam Bab )ilI Pasal 60 sampi dengan Paset 63

Undang Udang Perlinduagaa lfunsumen mengeoai sanksi-sanksi yang dapat

dikenakan terhadap pelaku usaha t€rdiri dari:26

a sanksi administratif;

h sanksipidanapokok

c. sanksi pidanatambahan-

a" $ank*iadminbtratif;

Meirgsnai sanksi dministratif ini menurut ketellhran Pasal 60 ayat (l) UUPK

dijatrftlon t€rhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat Q\ dan ayat (3),

Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26,

Adaptm pelanggaran sebagaimans yang dimaksud di dalam pasal-pasal yang

ditkemukakan" oleh Pasal @ ayat (l) LJLTPK adalatr:

l. tidak dilaksanakamya pemberian gauti rugr oleh pelaktr usaha k@a konstrnen"

datam beofi* pengembalian uang afau penggantian barang dan/atau jasa yang

sejenis, maupun perarrvatan kesehatan atau pemberian santunan atas kertrgian yang

diderita oleh konsumem" (Pasal 19 yd (2) uuPK)

2. terjdinya kenrgian sebegai akibat kegiatan produksi iklan yang dilakukan oleh

pelaku usaha periHanan ( Pasal 20 LILJPK);

6 Grmuran tridqia dan Ahmad Y $\@.Cit.,hlm.83.
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3. pelaku usab yang tidak dapat menyediakan fasilius jamimn purna jual, baik

dalam bentt* sulu cadang maupun pemeliharaannya, serta pemberian jaminan

atau garansi yang telah ditetapkan sebelumnya, baik bdaku terhadaap pelalcu

usaha ymg memperdagangkan barang dan/atau jasa (Pasal 25 dan Pasal 26

r.ruPK).

Sanksi adminisuatif tersebut menurut Pasal 60 ayat Q) UUPK dalah benrpa

petrtapan ganti rugt paling banyak Rp2ffi.000.000,- (duaratus juta rupiah). Menunrt

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo sebenarnya dari sisi penggunaan istilah sanksi

adminisuatiq BPSK tidak memiliki rmtuk itu oleh karcna ia bukan

men4akan insaasi penerbit izin{regulatory agery) sehingga hak dan

menjduhkan sanksi administratif oleh BPSK s€cara hukum tidak berdasar. Akan

tetapi dari sisi substansi pada dasarnya adalah sar*si Fndat4 sehingga mengenai hal

ini dapt dipmtihn bahwa tidak ada pihak yang menyangsikan kewenangan

tersebut.2T

b. Senksi pidana pokok

Sanksi pidana pokok adalah saoksi yang dapt dikenakan dm dijahrhkan oleh

pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan

oleh pelaku usaha.a

Adaprm kaentuan yang mengatm mengenai pidana pokok ini adalah Pasal 62

ayat (1), (2) dan ayat (3). Berdasarkan ketentuan Pasat 62 LJUPK

zz 6[mdi Miru dan Sutarman Y&o, Ap.Cit.,hhn.274.
a Gnnawan Widjaja drn Ahmad Y fiLAp.C it.,hlm.84.



38

ayat (l) pelaku usaha )raag melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasa! 15, Pasal 17 ayat (l) htrufa,

huruf b, huruf c, htrruf e, ayat (2), dan Pasat 18 dipidaoa dengan pidam

penjara Fttng lama 5 (lime) tahun atau pidana &rda pahog banyak Rp

2.000.m0.000,00 (dua miliar rupiah).

ayatQ) pelaku usaha yang melanggar keenttran sehgsimana dimalrsrd dalam Pasal

ll, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (l)

huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjam paling lama 2 (dua)

tahun atau pidaoa derda pahng banyak Rp 500.m0.m,m (Hma mttrs jtrta

nrytah).

ayat (3) terhadap pelanggaran yang mengakibatkan h*a bemt, sakit hrat, ca@t

tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidam ymg balaku.

Adapun mengenai pasal-pasal tentang pelanggaran pelaku usalra yang

dikemukakan Pasal 62 ayat (l) ut PK dan bentuk pelanggarannya adalah:

a. Pasal 8, mengemai baaug ddatau jasa ymg tidak mememrhi stands yaog telah

diuapkan;

b. Pasat 9 dan Pasal 10, mengenai informasi yang tidak benar;

c. Pasal 13 ayat (2), mengenai kmgan penawaran oht-obetan dm hal-hal yaug

bertrubungan dengan kesehatan dengan cara meirjanjikan pemberian barang-

barang afau jasa laia;

d- Pasal 15, rnmgenai penawararl hrang secarae&ksam (fisik);
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e. Pasal 17 a),rat (1) humf a" huruf b, huruf c, dan huruf e, mengeoai iklan yang

merruat informasi yang tidak sestrai deirgan keuyataan atau me,nyemtJcan;

f. Pasal 17 ayatQ\ mengenai pereaaran iklandilarang; dm

g. Pasal 18, mengenai pencantuman klausula hku;

dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (ima) tahun atau

pidana derda sebanyak Rp.2.000.ffi0.000,- (dua milyr r,upie).

Sdangkan pasalpasal teotang pealnggffin yang dilakukan oleh pelaku usaha

sebagaimaoayang dikemukakandi dalam Pasal62 ayat (2) adalalu

a- Pasal ll, mengerai perfualan sectra obral atau lelang dilarang mengelabui

konsumen;

b. Pasal 12, mengenai p€nawaran dengan tarif khrnus;

c. Pasal 13 ayat (1), mengenai hadiah secara cuma-cunq

d- Pasal 14, mengenai pemuffian dengan rnemberikm hadiah melalui rmdian;

e. Pasal 16, mengenai penalrnaran melalui pesanan dilarang untuk tidak mementrhi

janji sebagaimma yang dipedaqiikan;

f. Pasal 17 ayx (l) huruf d dan huruf f rnengenai produksi iHan yang bertenhngan

dengaa etika kesusilaaru dan ketentuan hulqm yang berlaktr;

dapat dipidana dengan pidana pnjara pling lrora2 (dua) tahm atau pidana denda

paling banyak Rp.500.000.ffi0n- (lima ratus juta rupiatr)

Dan mengenai pelanggaran yang diatur dalam ayat (3) yang mengakibatkan luka

beraL sakit beraq cacat tetry, atau kematiao, maka akan diberlakukan ketenttrm

pidana yang berlaku secam urnrm.
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c" S.Dksi@srehhn

Ketstuan yang mengatur san*si pidana tambahn ini diatur &lga pasal 63

LTLJPIC Ketentua I}UPK memuugkinkm dijat*kmya sanksi pidana tamhhail di

lur sanksi pidea pokok ymg dapd dijerhkan berdasarkan ketentran Fsal 62

UUPK A@rn sanksi-sanksi pidsoa tambahan yang dapat dijerhkan @a pelaku

usahc

a pcrampsan hmg ttrt€NrfiB

b. pengumuman kep*usan hakim;

c. Smti rugi;

d. perint* peaghentim kegidaa terffihr yang rery€babftm timbulnya kenrgian

konslm;
€. kermjihn penarit<an barang dad peredarm; alau

f. ryh*mizintrsaha



BABIII

PEMBAIIASAI\I

A. Penyelccaian Sengkrta Konsumen Melolui BPSK

1. Pihak Yang Dapat Mengajukan Gugatan ke BPSK

Sebagaimana yang ditentukan di dalaur Pasal 19 ayat (1) LJLIPK pelaku usaha

tertaag$ng jaunab memberikan gmti rugi atas kerusakan, pencemaran, daa/atau

kenrgian konsuuren akibat mengkonsumsi hrang dan/atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan. Dalam hubrmgannya dengan tanggung jawab sebagaimana yang

diatur di dalam pasal 19 a;lat (l) LJLJPK maka berdasa*an ketentuan pasal 23 UIIPK

pelal$ usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan danlatau memeiruhi

ganti nrgi atas tuntutan konsumen tersebut dapat di$gat melalui Badan Penyelesaiam

S€ngk€ta Konsumen atau meogqiukan ke badan peradilan di tempat ke&dukan

konsumerr K€t€Nrtlnn png senada dengan ketentuan Pasal 23 UUPK yaitu Pasal 45

ayat (1) LJLIPK setiap konsumen yang dirugikan dapat meuggugat pelaku usaha atau

relalui pe,radilan yang berada di lingkungsn peradilan yang berada di linglomgan

peradilan umurn.

Dari ketentuanpasal tersebut yang selanjutnya ditegaskanpada ayat (2)nya bahura

penyelemian s€ogketa konsrmen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar

pe,ngadilan hrdasaxkan pilihan strkarela para pihak yang krsengketa-

4l
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Apabila dipahard isi ketertuan Pasal 23 IIIJPK dapd disimpullcan bahwa

lembaga yang berwe,nang urtuk menyelesaikan s€ngk€ta konsumen terdiri 2 (dua)

lemhga:

1. Bdan Penyelesaian Sengketa Konsumen

2. Badan Peradilan Umrnn yaitu Pengadilan Negeri

Adapun pihak yang dapat mengajnkarr gugatan atas pelanggaran pelaku usaha

diatu di dalam Pasal 4 (1) {JUPK adalah:

a Seorang konsumen yang dinrgikan atau ahli waris yang bersangkutan;

b. Sekelompok konsumen yang merrprmyai kepentingan samq

c. Irembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang mernenuhi syarat,

yaitu beft€ntuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya

menyebutkan dengan tegas bahwa tujum didirikannya organisasi tersebut adalah

untuk kepemtingan perlindungan koosumen dan telah melakukan kegiatm sesuai

deirgan anggaran dasamya;

d. Pemerintah atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi

dau dimanfaatkan mengakibatkan kenrgian materi besar dan/atau korban png

tidak sedikit.

Berdasarkan ketentuan ayat(2) mengenai gugatan yang diajukan oleh sekelompok

konsumen, lembaga perlindrmgan komrmre,n swadaya masyarakat atau pe,merintah

sebagafunana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf I c, atau pada ayat d diajukan

kepada poadilan urlm.
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Dari ketertuaa Pasal 46 ayat Q) LJIJPK tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak

penggugat s€bagaimana yang ditenfirlcan di dalan huruf b, huruf c dan huruf d tidak

dapat mengajukan gugatan melalui BPSK. Hal ini Meda dengan konsunren

perormgan, konsumen pe,$orangan yang dirugikan dapat mengajukan gugatan baik

pada lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku

usaha atau melalui Fradilan yang beracara di linghmgan peradilan umum.

Adapm lembaga yang bct$gas menyelesailcan sengketa konsumen dan pelaku

usaha selain peradilan umum adalah BPSK hal ini ditentul€n di dalam Pasal 23

ULIPK. Dalam hubungannya dengan penyelesaian konsumen tersebut penulis hanya

membahas *fiusus teiilang penyelemian sengketa konsumen melalui BPSllsesuai

dengan judul penelitian.

Selaqiutnya sebagai konsekumsi penunjukan BPSK sebagaimana yang ditentukan

dalam Pasal 23 sebagai tmpat mengqitrkan gugaran dalam smgketa

konsumen" maka pemerintah bendasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) tluP(

pemerinntah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah Tingkat

II rmtuk penyelesaiaa sengketa konsunen diluar pengadilarL Hal fud lebih ditegaskan

di dalam Pasal 2 Keputumn MeNiled Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/

MPP/Kep/lA2Ml, bahwa BPSK berkedudtrkan di ibukota daerah kabupaten dan

kota yang berfirogsi untuk rremaagei dan menyelesaikan sengkeb koruumen diluar

pengadilan.

Adapm tugas dan weurcnmg BPSK bendasrkm ketentuan Pasal 3 hunrf a

Keptt'usan Menteri di atas adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian
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s€ogk€f;a koasumen dengan cara korsiliasi, mediasi atau a6iftas€. Me'nunrt keteatuan

Pasal 4 (l) dari Keprtusan Menteri t€rsobu{ penyel,emian sengketa konsumen oleh

BPSK melalui cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase sebagaimarra dimaksrd dalam

Pasat 3 huruf a, dilalilkan atas dasar pilihan dan persetujuan p6ra pihak yang

bersangkutan

Dari rumusan ketentuan pasal tersebut jelas tampak adanya kebebasan dari pra

pihak yakni koosumen dan pela*u usaha unhrk rnemilih pros€s penyelersaian

sengketa sesuai dengan yang merekakehendaki, apakah akan memillih dengan cara

konsiliasi atatr mediasi atau dengan cara arbitrase, wewenang ada pada para pihak

yang b€rsengketa.

Mengenai t€rhadap masing-masing penyelcaian dengan mekanisme

konsiliasi, mdiasi atauprm arbitrase secara jelas dinrmuskan di dalam Pasal 5 ayat

(l ),(2),(3) Kepmeapaindag Nomor 350/I\dPPlKed lil2ffil :

(1) Penyelesaian sengketa konsumeir dengan cara lronsiliasi dilakukan sendiri oleh

para pihak yang bersengketa de'rgnn didampingi oleh mqielis yang bertindak

pesif se,bagai konsiliator.

(2) Penyelesaian seluketa konsumen deagan cara mediasi dilalukn sendiri oleh

para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif

scbagi mediator.

(3) Penyelesaiaa sengketa konsumen dengan cara arbitrase dilakukan se,penuhnya

dan diputu*an oleh mqielis yarg bertindak sebagai arbiter.



45

Di atas telah penulis keurukalon bahuna konsumen yang dapal rnengafukan

gugatan kepda Flaku usaha dalah konsumen pribadi atau perorangan- Menurut

ketenfiran Pasal I angka 2 konsumen adatah setiap oraog pennakai barang da#atau

jasa yang tersedia dalant masyaraka( baik bagi kqentingan diri sendiri, keluarga,

omng lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan" Me,lrunrt

penjelasan Pasal 1 angka 2 peng€rtian konsumen dalam uadang-undang ini adalah

konsrmena*fiir.

Menurut Ahmadi Miru dan Strarman Yodo, cakupan konsumen dalam LJLJPK

adalah sempit. Batrwayang dapat dikualifikasi sebagai konsumm resunggrrlmyatidak

hanya terbatas @a subjek hulom yang disebut'brang" ekan tetapi masih ada subjek

hukum lain yang juga sebagai koasumen alfiir yaitu 'obadao hukurr" yang

mengkonsumsi barang daolataujasa ffita tidak trntuk dipendagangkan.t

Sebagai kons*rcnsi dari pengertian konsumen sehgaimana yang dirumuskan di

dalam Pasal I angka 2 LjUPK maka konsumen yang berstatus sebagai badan hukum

walauptm ia sebagai pemakai akhir dan tidak untuk diprdagangkan tidak deat

meng4inkan gugptan ke BPSIC

Sebagai konsekuensi dari ketentusn tersebut, maka hampir semua penggugat

pelaku usaha melalui BPSK dikota Bandung maupun dikota Palembang adalah

korrumen idividu l{at ini daeat dilihat pada tahl pengaduan pada BPSK di bawafr

ini:

1 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hufun Pulbfuagafi fowuw, PT Reja
ArafinOopersaAe Jakarta,2004,hlm.5.
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Tabel I
Pcngeduan di BPSKKote Bandung

Trhun 2003Juni 20ffi

Diambil dan diolah dri datayang dipenoleh dari BPsKkotaBmdrmg 2006

No Konsumen Jumtah Pengaman Plesentme

l. Pe,rorangan 90 99/o

2. Badan Usaha I t%

Jumlatt 9l lWy'o

Sumber: diolah dri dete sekurderneda RPSK@a BPSK Koa Ban&mg 2m6.

Dai data dalarn tabel tersebrx &pat diketahui mengenai junlah peogsduan/

gugatm yang mamk Fda BPSK kota Bandung sebaryak 9l pengduan Peryadtran

konstrmen percrangaa sebanyak 90, sedmgkan konsumen Badan usaha sebanyak l.

Dilihat dari prosentase dapat diketahui, bahwa pengaduan konsumen peror,angan

99/o daakoasums,lr Me usaha l% Adapuu koasuure,n badaa usaha yang melakukan

pengafiun adalah C.V. fureka Anugerah Primajaya yang pengaduannya dilala*an

dilah*an @a t-nggal 2 Juoi 20ft3 dengan Nomor perkara: No.6lp3xi/

BPsK/v[2003. c.v. Aneka Primajaya krstatus sebagai eenggugat

berdomisili di Bandung dan PT Anugerah Priqiaya hstatus sebagai penggugat

berdomisili di Bandung dar PT Anugerah Gea€ral Instnanoe sebagai tergugd. Pokok

gugataatent ng klaim asrmnsi.

Al€n tetapi peugadtran/gugatan dari cv Aoeka Anugerah kimqiaya tidak

diprcses oleh BPSIL oleh karenapengpduan ditarik olehpenggugat.
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Tqhadap data yang t€rdapat dalam tabel tersebut akan paeliti analisis dengan

elemen budaya hftrm dari teori legal rystem dari Fridman. Adafim yang dimaksud

budaya hukum adalah sikapsikap dan nilai-nilai yang berfiubungan dengon hukum

bersama, bersama-sama deryan sikae dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku

yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik srcara positif

marryunnegatif.2

lv{enurut Friedrnm sebryaimana dihfrip oleh Ade Maman Suhernraa: /egal

culture is the climate of social thought and social force determines lww loy, is use{

avoi&*abused Witlnut legal caltwe, the legal culfire is iners a &ahfish lying in a

bssket, wt tivWfish swimmhg in its sea.3

Apabila budaya hukum di atas dihubrmgkan dengan sikap masyarakat terhadap

kebe,radaan Badan Penyelesaian Smgketa Konsuren sebagai sfi,uktur dan Urdang

Udang Perlindungan Koasumen s€bagai substansi yaog mmgattr tmtang

perlfudungam konsurnen sikap masyarakat sangat positif dalam arti warga masyaralcat

kftususnya tertarik untuk menyelesaikan se,ngketanya dengan pelaku usaha

melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Masyarakat konsumen sudah pabam dan sadar bahwa mereka berhak dan dapat

minta perliruilungan haknya apabila dilaoggar oleh pelaku usaha melalui Badan

Panyelesaialr Sngketa Konsumen

2 Ade Mmau Sulrermaq Pary,anlcr Pdmegw SMa; Eu*sm. PT Raja Crrafindo P€rsad4
Jakarti,2fi )4"hlm. I 3 - I 4.

3 tbid
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&ta pengaduan BPSK kota Bandung png diuraikan di *as sodikit berbeda

dengan data pngaduan pada BPSK kota Palembmg yang menunjuldffin jumlatr

pengaduan semuanya dilakukan oleh konsumen perorangm. Hal ini dapat dilihat dad

tabel 2 di bawatr ini:

Tebel 2

Pengaduan di BPSKPaIcmbrng Trhun 2003- Juni 2(X6.

NO. Korsrnnen Jumlatt
Pensaduan

Prosentase Jumlah
kosentase

I Perorangan 3l 100 100
7 Badan Usatra 0 0 0

Jumlah 31 100 100
Sumer diolah dri datamda B! 'SK Koe ht€mbsns tahtm 2003-2006.htcmbang

Dari data pada tabel 2 di afss jelas bahura 3t jumlah pengaduan dilakukan oleh

konsume,lr peroraogan dan konstunen badan usaha tidak ada yang mengqiukan

. Berarti lWo gugatan yang masuk adalah dari konsrmren

perseorangm.

Apabila dari datadata yang ada pada tabOl I dao tatr'll Z dapat

dikatakan gugatan l00fy'a dilakukao oleh konsrmen irdividu/perorangan oleh karena

gugatan badan usaha yang dimasut*m pada BPSK Bandrmg dicabut oleh

penggugatnya"

Berdasarkan data di atas dapt disiryulkan bahnno masyarakat konsumen sudatr

mengerti dan paham bahwa mereka mengerti dan me,ngetahui akan pengertian

konsumen sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal I angl€ 2 LJUPK yakni setiap

orang pemakai barang dan/atau jasa yang tErsedia dalam masyarakt, baik bagi



49

diri sendiri, keluarga, omag lain maryun maktrluk hidup lain dan tidak

untuk diperdagangkan.

Menurut penjelasan pasal tersebut konsumen disini adatah konsumen akhir yaitu

pengguna atau pqnanfaat al&ir dari suatu produk Dari peirjelasan ini jelas konsumen

anhra tidak termasuk didalamnya" demikian juga konsumen badan usalq baik yang

berbentuk badan hukum maqlun yang bukan bdan hukum. Apabila peugertiao

konsuren di dalam Pasal I angka 7 T LJPK dihubrurgkan dengan konsmren pada

tabel I data pengaduan dari BPSK Bandung *&ususnya cv An*a Anugerah

Primajayq jelas bahua cv tercebut tidak b€ftak mengajukan gugptan ke BPSK

walatryun CV t€rs€but konsumen teraktrir naruun bulen koasumen peroraqga&

dengan demikian sengketa antara CV Aneka Primajaya dengan PT

Anugetah Generat Insur,mce merupakan sengketa antar pelaku usahq bukm

sengkaakonsumm dengan pelaku usaha 1rang dimaksd dalm UUPK

Mentrrut Yusuf Shofie, sengketa pelaku usaha bukanlah sengketa konsumen

karena itu ketentuau UIIPK tidak dapat digrcakao oleh pelaku usahaa Dari data

dalam tabel I dan 2 dipaodang dari aspek budaya yaitu sihp &o perilaku konsunren

dengan adanya BPSK sebagai lerrbaga yang berwenang me,nyelesaikan sengketa

konsumen adalah baik dafipo$itif. Hat ini oleh lraremabanyak konsumen yang tertarik

rntuk msnyelesaikan sengketanya delrgan pelaku usaha raelalui BPSIC

4 Yusrf Shofie, Penydmlm Sagke Konsrarwn Menar*t AWf; f@d furJ pnfue*
Pat4ahaa EafuAPf Ciha adi$ra BqId, Bamdunep003"hlr!.16.
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2. Prcaedur Pr,molonea Pengeiuen Gugetaa Melehi BPSK

Sebagaimana yang ditentukan Pasal 45 ayat (1) setiap konsrrmen yang dinrgikan

dapat menggugat pelaku usaha melalui tembaga yang brtugas menyelesaikan

sengketa artara konsumen dan pelaku usaha atau melalui perdilan yang berada di

tingtungan peradilan umum. Dalam penelitian ini penulis lfiususkan gugatan

konsumen melalui BPSK-

Secaratelcnis prmohonan penyelesaian sengketa konsumen diattr dalam Pasal 15

mmpi dengan Pasal 17 SK Menperindag Nomor 350/IvIPP/Kep/l2l2Nl:

1). Mengenai beffi* permohonan penyelesaim sengketa konsumen diajukan secara

lisan atau tertulis ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Sckretariat

Badan Penyelesaian Sengketa Konsrmen setempat oleh Konsumen (Pasal 15 ayat

( 1 ) SK Menperindag Nomor 350/!vIPP/Kep/ lzl2ffil).

Berdasarkan ketentuan ayat (2) pernrohonan penyelesaian sengketa konsruren

tersebut juga dapat diajukan oleh ahli waris atau lcuasanya

Namrm mentrrut lcetentuan ayat (3) peuyelesaian sengketa konstrmen

yang diajt'kan oleh ahli umis atur kuasanya dapt dilakulcan apabila konsumen:

a- Meninggaldunia

b. Sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajtrkan pengaduan

sendiri baik secara tertulis marryun lisao, hal ini dibuktikan dengan surat

keterangan dokter dan bukti kartu tanda penduduk;

c. Belum dewasa sesuai dengan perattran penmdang yang bedaku;

atau
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d. Orang asing (Warga Negara Asing).

B€rdasarkan ayd.4 penyelesaian yang diajukan socam tertulis ymg

diterima oleh sekretariat BPSK diberilmn tanda terima keeada pemohon.

Dan unfuk perrnohonan penyelesaiaa sengketa konsumen yans diajukan s€cafa

tidak t€ffilis menunrt ayat (5) harus dicatat oleh selrretariat BPSK dalam suatu

format yang disediakan mttrk itu dao dibubtrhi taoda tnngaa atatr cp jempol oleh

koasumen atall ahli qnarisnya dau kuasmya dan k€pada pemohon dib€rikatr h*ti

tandatedma

Selaqiutnya brdasarkan ayat 6 dari Pasal 15 Surat Kepsusan Menperindag yang

sama berkas perrrdrenan penyelesaian sengketa konsumen baik tertulis maryrm

tidak tertulis dicatat oleh sekrctariat BPSK dan dibubuhi tanggat dan nomor

registrasi. Berdasarkan ketmtuan Pasal 16 dari SK Menperindag Nomor

350/IvIPP/Kep/lA2O0l permohonan penyelesaian sengketa konsrmen secara

tertulis memuat sacara benar dan lengkap me,ngeirai:

a. Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya dis€rtai

bukti diri;

b. Namadan alamat lengkap pelaku usahq

c. Barang atau jasa yang diadulrau

d. Bukti perolehan (bm,fakhn, hndtansi dm dokumen bukti lain);

e. Keterangan tertpae waktu dan tanggal diperoleh barang ahu jasa tersebut

diperroleh.

f. Foto-foto baraog dan kegiatan pelaksanam jasa bila ada
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2). BPSK m€manggil pela*u usaha png dilaporlcaa;

3). Kedua belah pihak dipert€urulffi untuk didamaikan;

a). Apabila konsumen dan pelaku usaha memilih berperkara" mereka diminta untuk

rnemilih cara apa yang dikehendaki, mdiasi, korrsiliasi atau arbitrase.

5). Konsumen dan pelalru usahs diberi kebebasan untuk memilih majelis hakim.

Apabila pennohonan sengketa sudah didaftar di sekretariat BPSK dalam proses

penyelesaian s€ngke{a konsumen ters€but dalam konsultasi dengan BPSK akan

diarahkan untuk memilih cara konsiliasi, mediasi atau arbitase.

Adapun yaog m€qiadi dasar hukum fimfisan konsume,n teftadry pelaku usaha

karena telatr dilanggarnya atau tidak ditaatinya ketentuan undang-undang konsumen

yang sifatnya uqiib untuk dila*sanakanoleh pelaku usaha ),aog akibatnya

menimbtrllcan kerugian bagi konstrmen. Msalnya pelaku usaha tidak mematuhi

larangan dalm hal mernproduksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa (pasal

8 (l) T LJPK) yang meliputi:

a- Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan

peraturan penmdang-tmdangan;

b. Tidak sesuai dengan berat bersih" isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan

sebagaimana yang dinyatakan dalam lahl atau etiket barang tersebtrt;

c. Tidak sesuai dengan uhran" takaran" timbangan dao jumlatr dalam hitmg@

menurut ulcuran )Nang sebEnarnya;
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d. Tidak scsuai dcngm kondisi, jamioa& keistimeunaan ahu kema4iuran

sebagaimana dinyatakan dalam label, etikeL atau keterangan barang dan/atau jasa

tersebut;

e. Tidak s€suai dengian muttr, tingkatan komposisi, proses pengolahan, gaya mode,

atau penggunakan tertentu sehgaimana dinyatakan dalam label atau keterangan

barang dm/atau jasa tersebut;

f. Tidak seeuai dengan jaqii 1lang dinyatakan dalam label, etiket, keteraa$n, iklan

atau promosi penjualan barang dan/atau jasa jasa tersebuf

g. Tidak meocanfirmkan tanggal lodaltrarsa atau jangka waktu penggumao/

pemaafaataa yangpling baik atas barang tertentu;

h. Tidak mengikuti ketentuan berprod*si socara "halal" yang dicantumkan dalam

label;

i. Tidak sema$ang label atau membuat penjelamn barang png mmuat narna

barang, ukwao" berar/isi bersih atau neffio,komposisi aturan palei, tanggal

pembua@ akibt sampingan, uarna dan alamat pelaku usah4 serta keterangm

lain rmtuk peqggunaan yaug melurnrt ket€ntuan lurus dipasang/dibuaq

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau p€hmjuk penggunaan barang-barang

dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan penmdang-undangan yang

bslaku

(2) Mempedagangkan barang jasa rusak" cacat atau bekas dan tercernar, dengan atag

tanp memberikan informasi secar& lEngkap dan benar (ayat (2).
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Memperdagangtan sediaan farmasi dan pangaa yang rusak, cacat atau bekas dan

terpemar, dengan atau tanpamemberikan informasi secara lengkap danbenar.

Disamping itu gugatan konsume,n kepada pelaku usaha dapat didasa*an pda

ketentuarketentuan di dalam KUH Perdata diantaranya adalah:

- Gugatan pada pelaku usaha karena kesalahao tidak meme,nuhi perjanjian yang

telah disepakati besama (Pasal 1320 jo Pasal 1321(l) KUllPerdata);

- Gugatan karena kesalahan pelaku usaha berdasarkan kewqiiban menyerahkan

barang dalam keadaan lebih baik (Pasal 1235 KLJH Perdata);

- Gugatm unhrk melaksanakm perlindungan h*um loagi konsumen bendasakan

keurqiiban mernberi ganti keNr€ian biaya dan brmga (Pasal 1236 KUH Perdata)

- Gugatan atas kelalaian pelaku usaha tidak menyerahkan hak milik atas barang dan

jamfuan kenikmatan atas suatu barang dan terhadap cacat-cacat (Pasal 1473-1512

KLJH Pdata),

Terhadap pengaduan atatr gugatan konsumen terhadap pelaku usaha sepanjang

me,mentrhi persyaratan yang ditentr*an dalam LJLIPK dan SK Menperindag Nomor

3SO/MPP/Kep/ l?z00t BPSK berkevaj iban untuk menyelesaikannya

3. Melanisme Penyelecrian Sengleta Konsumetr *Iehld BPSK

Sebagaimana ditentr*an di dalm Pasal I angka 7 Surat Keputusan Menperindag

Nomor 350/MPP/Kep/OnW bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang

selanjutnya dalam Keputusan iui disebut BPSK adalah badan yang bertugas

menangani dan menyelesaikan s€Nlgketa antara pelaku usaha dan konstrmen.
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Badan Penyelesaian Sengketa Konsmen ini adalah suafir lembaga yang

mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengkaa konsumen di luar pengadilan.

Pada permulaarmya mtuk keperluan penyelesaian sengketa konsumen tersebut

pemedntah menrbentuk l0 (s€pulutD BPSK di 10 kota deagan Keppres Nomor 90

Tahun 2001. Selaqirtuya seiring dengan membaiknya kondisi ekonomidan

kmampuan kondisi keuangan guoa meningkdkan dan memenuhi sarara

penyelesaian sengketa konsumen di kabupalen dan di kote pemerintah membentuk

BPSK sebanyak 18 (delapan belas) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 108

Tahrm 20M dar Keputusan Preside, No.lS Tahua 2m5.

Me,nunrt ketentuan Pasal 47 Lfl.lPK penyelesaian sengketa konsumen diluar

pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan bentr* dan

besarnya gmti rugi darlatau tindakao tertentu untuk mqiamin tidak akan

tsdadi kembali atau tidak akan terulang kembali kenrgian yang diderita ole,h

koasuraen.

Dalam hubungannya dengan penyelesaian sengketa konsumen di hrar pengadilan

LJLIPK mmprkenalkan 3 carapenyelesaian sergketa konsumen hal ini ditelrtukao di

dalam pasal 52 huruf c bahwa BPSK melaksanakan penangaoan dan penyelesaian

sengketa konstmen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.

Mentrnrt Ahmadi Miru dan Sutamm Yodo ketentuan Pasel4T LL]PK ini tidak

jelas, apabila penyelemian sengkaa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan

trnttrk meircapi kesepalotan (ogreement) maka logika hukum akan merujuk bentuk



56

penyelesaian s€ngketa secara msdiasi atau konsiliasi oleh BPSK dan bl*an secara

arbitase oleh karena ksit akhir penyelesaian melalui arbitrase adalah putusan.

Menurut penulis hal ini adalah tepat oleh l<aena dalm penyelesaian sengketa

melalui konsiliasi dan mediasi adalah didasarkan atas kesepakatan dari para pihak

yang kemudian dirumuskan dengan perjanjian tertulis, jadi keputusan dihasigro u*

kesepakatan pra pihalq keputusan konsiliator dan mediato hanya menguatlon saja

Me,nunrt Sumnti Adi Nugroho, hasil penyelemian s€ogketa mediasi dan konsiliasi

adalah kesepakatan para pihak yaog prosesnya dibantu oleh anggota BPSK sebagai

mediator atau konsiliator, maka putusan BPSK yarg dikeltrarkan tidaklah lebih dari

suatu terhadap kesepakatan para pihak dan tidak adanya kesopakatan para

pihak tidak akqn dikehurkan putusan oleh BPSK.5

Hal hi berbeda dengan cara p€, yelemian arbitrase dan penyelesaian sengketa

kos$tm@melalui a$itrase parapihak menyerabkanpenuh kepada arbitq, parapihak

rrcnyerahkan segala pennasalahannya Para pihak memberi arbiter

rmtuk memberikan keprrusan. Kembali kepada ketentuan Pasal4T LILJPK tfrususnya

meugeuai kes@kataa menge,nai bentuk dan besamya pn:ti rug, kiranya dapat

dipahami, nemun mengsnai tindakan tert€Nrtu untuk menjamin tidak akan terjadi atau

tenrlaug kembali kenrgian yang diderita oleh *konsumen" menjadi sulit dimmgerti

setelah dihubuagkan dengan penjelasannya Penjelasan mernperlihatkan bahura 1laog

terjadi bukan kesepakatan {ogreement)tetapi pernyataan sepihak oleh pelaku usaha.6

5 
Varira Perdila, No.256 NIarct 2NZ,LocCit.

5 Ahmadi Miru dan Srsarmm Y fu ,Op.C it., hlfr .232-233.
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Di atas relah dikenrukakan hhura Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

menyelesaikan sengketa komumen deagan cara modiasi, atau a6itras€ atau

konsiliasi, hal ini diatu dalam Pasel 52 huruf a UUPK. Di dalam prakteknya

peq,elesaiaa sngk€ta koretme,n di BPSK dibagi dalam 2 bagian sebagai berikut:7

1). Pra Sidang:

- Ketua BPSK melalui paoit€ra memanggil pelaku usah secara terhrlis, setelah

permohonan konsumen dinyatakan benar dan l€ngkap. Dengan melampirkan I

set tunrnan permohonan pengaduan (hari tanggal, waktu dan tempat yang

jelas).

- Para pihak png ksengketa menghadap ketua BPSK drm/atat anggota yaog

ditrryaskan Unhrk mendapat penjelasan t€r$ang pmyelesaian sengketa

konsumen di BPSK, setelah para pihak jelas selanju&ya ditawarkan kepada

para pihak untuk B€milih tata cara sengketa benrpa konsiliasi,

mediasi, atau arbitase.

- Setelah para pihak sepakat dalam memilih ta:ta cara dao penyelesaiau sengketa

konsunen dit€mpuh melalui BPSK apakah konsiliasi, rnediasi atau arbitase

(para pihak menaodatangani kesepakatan). Apabila pra pihak memilih

konsiliasi dan/atau mediasi, maka kettra BPSK membqtuk mqielis dan

merrctapkaa uaktu persidangan- Dan apabila arbitase, para pihak

dipersilahkan unttrk memilih arbiter dari anggota BPSK sesuai deirgan

7 ks.H. SurMi Strtmdi/syersldrd! f,mg*aa Kolarlra- Mekbt B/fiK,Badm Penyelesaian
Sengfu*a Korstrmen, Bandrmgp0O4, hhn. 14.
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un$rnya- Setelah a$iter t€rpilih selanjdnya memilih ketla rnajelis dari unsur

pemerintah.

- Apabila para pihak"yang bersengketa tidak ada kesepakatao dalam memitih

cara persidangan BPSK akan mempriodtaskn pilihan konsume,n.

2). Persidangan

Persidangan dilakuh oleh majelis ymg tetah diberfiuk sesuai dengru peflmfuk

yang tercanttrm dalam KepMen Perindustian dan Perdagangpn Nomor 350/IUPP/

Kep/ l2l2ffil.

4. BPSK Berpenan $ebrgsi Konrfiirtor, Modbtor den Arbiter lhlrm

Pcaydcsaien Scnglrcti Ksms{as.

Sebagaimana ditentukaa di dalam Pasal 2 f.eputusan Menperindang Nomor 350/

MPP/Kep/lAZ00l. BPSK berkedudukan di ibukota daerah kahpaten atau daeratr

kota yang berfimgsi uotuk menaagani dan mmyelesaikaa s€ogketa konsumea di luar

pengadilan

Dai keteutuan di atas dapat bahwa BPSK b€rperan sebagai lembaga

yaug mmprmyai weweoang rmtuk rcnyelesaikan sengketa komumeo- Adapun

penyelesaian s€ngketa korsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi

atau arbitrase dan dilakukan atas dmr pilihan daa persetujuan para pihak yang

Uersangtutm (P6al4 Kep. Menperindag Nomor 350/MPP kp/ nf2ffi).Me,ngenai

mekanisme penanganan dalam meiryelemikan sengketa konstrmen deirgan 3 (tiga)

cara tersehs didahului dengan pengaduan permasalahannya diqi*an ke BPSK

kota/kalupaten dimam konsnmeir berkedu&ftan/bertempat tinggal. Dalaur rangka
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penasggren penyel€saian s€ogketa komsrmen BPSK b€rpemo/bertindak sebagai

konsiliatot mdiator atau arbiter.

a. Pcnye,le*eicn SongkGtr dcngrn Care Konsiliesi.

flalam peryrelesaian sengketa konsmen melalui konsiliasi inisiatif dari salah satu

pihak atau para pihak dengan membawa ke Badan Penyelesaian

Smgketa Konsumo.s Penyelesaim s€ngketa konsrmen demgan eara konsiliasi

dilakukan sendiri oleh para pihak yaag dergan didampingi oleh majelis yang

bertindak pasif sebagai konsiliator (Pasal 5 ayat (l) Kep Menperindag Nomor

350/MPP/ Kep/tZlVWl).

Mqielis dalam mennyelesaikan seagketa konsumen dengan cara konsiliasi

berdasarkan Pasal 28 KepMenperindag di atas tugas:

a. Memanggil konsrmen dan petaku usaha yang bersengketa;

b. Mmanggil sa&si abli biladipalukan;

c. tvlenyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa

d. Menjannab pertanyaaan konsumen dan pelaku usah4 frihal p€ratnao pefimdaag:

uadaogaa di bidang perliodungan konsumen

Mengenai tata cara penyelesaian s€ngketa koustrmeir dengan cara konsiliasi

berdasarkan Pasal 29 KepMenperidag yang samaadalah:

8 Yusuf Shofig Paaydzrutut Srrrg*aa Konslrtult Nq*zl AAP( tsd kn hvbe*
Paqe*ot IIufuaPT Cita Aditya Bal*i, Bandmg .hhn.36.
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a. Majelis msnyerahlran sepenuhnya prosos penyelesaian sengketa k€eada

koasumen dan pelaku usaha yang bersangkutan baik mengenai bentuk maupun

jumlah ganti rug;

b. Mqielis bertindak pasif sebagai konsiliator;

c. Majelis mmerima hasil musyawarah konsunren dan pelaku usaha dan

mengeluarkan keputumn.

Dengan m@erhstikan uraian di atas dap@t dik€tahui bahwa penyelesaian

sengketa konstrmen dengan cara konsiliasi:

- InisiatifadaFdapcapihak;

- Perankonsiliatoradalahpasif;

- Penyelesaian sengketa yang menyangkut bentuk ilraupun jrrmlah ganti rugi

diserahkan sepenuhya k@a pra pibak;

- Hasil muqawarah korsumen daa pelaku usaha dikelua*an dalam bmtuk

Keputusan badan Penyelesaian Sengketa Koosumen;

- Keputusan yang dikeluarkan BPSK hanya sratu peugesahan terhadap

kesepakatan para pihak dan tidak akm ada keputusan yang dikeluarkan tanpa

admya kaepakalar para pihak

HaI yang sangat prinsip dalam penyelesaian dengan cara konsiliasi adalah bahwa

hasil penyeleaian s€ngk€ta tersebut dibuat dalsm perianjian tertulis yang ditanda

tengani oleh konsumen dan pelaku usaha (Pasal 37 syst (l)KepMenperindag Nomor

350/IvIPP/Kep/BDAOD. Selaqitrtnya menunrt ayat Q) dail (3), perjanjian tertulis



6t

t€r€brs dikntkan dengaa keputusan mqielis 1eang ditasdar&gani oleh ketua dan

anggota majelis, dan keputusan majelis tidak memuat sanksi dministrasi.

b. Penyclcsai*n Scnglrdr dengrn Cere Mediesi

Penyelesaian sengfueta korstruren &ngan cara mediasi ditempuh afias inisiatif

salah satu pihak atau para pihah sama halnya dengan cara konsiliasi.e Penyelesaian

sengketa konsrmendengan wa mdiasi dilakukan sendiri oleh pam pihak yang

b€rsengketa dengan didampingi oleh m{elis yang bertindak aktif sebagai mediator

(Pasal 5 ayat (2) IGpMenperindag Nomor 350/IvIPP/Kep/ l2/2WD. Hal ini berbeda

dengan pnyelesaian sengketa de,ngan cara konsiliasi yang sifatnya Fsif. Aktif dalam

arti mdiator dapat mengemukakan pendapat tentaag penyelemian kasus tersebut

rvalauprm tidak meagikat

Mediator menjadi perentara dialog antara para pihak dan memberikan pengetian

atau pemahamaa tentang afiraa-aturannya Keaktifaa M4ielis Badaa Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai perantara dan penasehat dalam penyelemian

sengketa konsunren s@ara tegas diatur di dalam Pasal 30 KepMenpaindag Nomor

350/IMPP/Kep/lU2{N:l yaitu Majelis dalam menyelmikan sagketa dengan era

mediasi mempunyai tugas:

Memanggil konsuma dan pelaku usaha yang bersengketa;

Memanggil saksi dan saksi ahli yang diperlukan;

Menyediakan forum bagi konsmendan pelaku usaha yang berseugketa;

Secara aktif mendamaikan konsrmen dan pelaku usaha yang bersengketq

a.

b.

c.

d.

eYusufsnoft"lDld
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e. Ssera aktif memberikan saxao atau aqiuran penlaelesaian s€ogketa konsumen

sesuai dengan perahran penrndang-undangan di bidang perlindungan konsrrmen.

Adaprm mengenai tatra carapenyelesaim sengketa konsumen deirgan caramdiasi

benalasa*an Pasal 31 Keplt{enperindag di atas dalah:

a- lvlajelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa k€eada

konsume,nb'*mengenai b@tuk matrprm jumlah gruti rugi;

b. Mqielis bertindak aktif sebagai mdiator dengau memberikan nasihat" petuqiuk,

saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa;

c. Mqielis mermima hasit musyawaratr konsrmen dao petaku usaha dao me,nge

luarlmn keputusan.

Dari uraian dan ketentuaa Pasal 30 dan Pasal 31 KepMenpedodag Nornor

350/MPP/Kep/lA2Nl jelas dapat disimpulkan bahwa cara penyelesaian sengketa

koosumen den$n cara mdiasi adalah:

l. inisiatif penyelesaian sengketa konstrmen diprakarsai oleh salatr satu pihak atau

prapihak.

a prooes sengketa koqsm.en *fiususnya tentaag b€r*uk maupun

tentang jumlah ganti rugi diserahkan kepada para pihalg majelis BPSK bertindak

aktif sebagai mediator rmttrk meurberikan nasihat rmtuk menyelesaikan seogketa.

3. llasil musyaumrah antara kousunren dan pelaku usaha yang diterima dalarn

bentukkeptusan.

Selanjuhya hal yang sangat prhsipil bahwa di dalam penyelesaian sengketa

komunenmelalui msdiasi sarnedengaupenyelesaian sengketakonstruren melalui
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koosiliasi )'aitu hasil penyelesaian s€ngk€ta dibuat dalam perja4iian tertulis yang

ditanda tmgani oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan selanjutnya

perjaqiian tertulis tersebut dikuatkan dmgan keptrtusan majelis ymg

ditandatan$ni oleh ketua dan auggota majelis dan hasil penyelesaian seugketa

tidak me,muat sanksi adminishasi.

c. Penyelesdar Sengketr dengan Crn Arbitrase

Mennnrt Pasal 5 ayat (3) KepMenperindag Nomor 350lI4PP/Kep/l2fZ00tr,

peayelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitme dilakukan se,penuhnya oleh

majelis yang bertindak sebagai arbiter. Penyelesaian sengketa konsumeir deirgan cara

arbitrase ini berarti para pihak mqryerahkan sptrbrya ke@a majelis Badan

Penyeloaian S€ogl@ta Komsumen (BPSK) rutuk rnenyelesaikan dan memuhskan

sengketa konsumen ymg t€riadi.

Arbitrase menrpakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan

berdasarkan kehendak s€rta itikad baik dari pam pihak png berselisih agar

perselisihan meneka tersebut diselesaikan oleh hakim-hakim yang nre,reka tr4iuk atau

angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusao yang diambil oleh hakim-hakim

tersebl$ m€nryakao pr*usan yang bersif* ftul (pr*usan pada tingkat al&ir) dan yang

mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannyalo

Berdasmkan ketentum Pasal 32 ayat(I) KepMenperindag Nomor 350n\4PPlKqp/

lzlz0fll, dalam penyelesaian seugketa konsunren den$n cma arbitrase, para pihak

'ocunawm Wiiaya dan Ahmad Yani,E**ltnArtl*w, PT Raja Gmfido Persada, Jakarta"2(Dl,
hlm.l6.
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rctnilih anhiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsr pelaku usaha dan

koosumen sebagai anggota majelis. Selaufutrya berdasarkan ketentuan ayat (2[ya

arbiter yang dipilih oleh para pihak memilih arhiter ketiga dari anggota BPSK yang

bqasal dari unsn p€merir$ah sebagai ketua majelis.

Dalam pelaksanaan menunrt Pasal 33 ayat (1) KepMen yang sama ketua majelis

di dalm persidangm qr4iib mmberikm petunjuk kepada koosumec dm peldnr

usaha, mengerai upaya-upaya hukum yang dig@akan oleh kolrsurnen da" pelaku

usaha png bersengketa Selanjtrtnya sebagaimaoa yang ditentukan @a ayat (2)nya

dengao izin k€tua majelis, konsrrneu dan pelaku usaha yaag bersengketa dapt

mempelqiari semua be*as yang berkaitan dengan persidangan dan membuat kutipan

seperlunya.

Pada hari persidangan I (patama) hrdasarkao Pasal 34 ayat (1) KepMen yang

sama ketua meielis wajib mendamaikau kdua belah pihak yaag bemengketa dan

bilamana tidak tscapai peraanulan, maka persidangan dimulai dengan membacakan

isi gugatan konsumm dan surat jawaban pelalor usaha

Dalatn persidaagan ini, menurut kst€otuao ayat (2) ketua ma$elis membrikan

kesempatan yaog sama ke@a konsrmren dan pelaku usaha yang bersengketa untuk

menjelaskan hal-hal yang diperseogketakao. Berikueya berdasartan Pasal 35 ayat

(l) KepMa terseh* @ persidangan I (pertama) sebelum pelaku usaha

memberikan jarabannya konsumen dapat meacabrs gugataonya delrgan membuat

surat pernyataan.
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Bilamaaa gugdao dioafut oleh konsrunen rnenuns ketentuan ayat <2) maka dalam

persidangan pertama majelis wajib m€ngumumkan bahwa gugatan dicabut.

Selanjutnya menunrt ayat (3) apabila dalam proses penyelesaian sengketa konsrmen

terjadi perdauuian antara konsume,n daa pelaku usaha yan bersengf,et4 majelis wajib

membuat pufusan dalam bentuk penetapan perdamaian

Dalam pelaksmaan persidmgar hkan tidak mungkin pel*u usaha dan

konsumentidak hadir. Apabila dalam persidangan @a hari I (Irertama) pelaku usaha

atau konsumen tidak hadir berdasarkan Pasal 36 ayat (1) KepMe,n tersebut. Majelis

memberikan kesem@m terakhir kepada konsrmen dan pelaku usab uotuk hadir

pada persidangan ke II (kedrua) dengan mernbawa bukti yang dipertuleo" Adapun

mennnrt ketenttran ayaf Q) persidangan ke II (kedua) diselenggarakan selambat-

lambatnya dalam uxaktu 5 (ima) hari kerja terhitung sejak hari persidmgan I

Grefiama) de diberitahukao dengaa surat paaggilau kepada konsurnen dan petaku

usaha oleh sekretariat BPSK.

Apabita pada persidangm ke II fted,ua) sebagaimana ditentr*an di dalm ayat (3)

konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukre sebaliknya

jika pelaku usaba yang tidak hadir maka gugatan konsumen dikabulkan oleh majelis

tanpa kehdiran pelaku usaha

Selar$utnya menur,ut ketentuan Pasal 37 ayat (4) KepMenpeddag Nomor

350/MPP/Kep/1212001hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase

dibuat dalam bentuk puftsas majelis yang ditardaangani oleh ketua majelis dan

anggota majelis dan mentnrt ayat (5) keputusan majelis dapat memuat sanksi
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adminisffiif. Ada$m kewenangu memberikan su*si adruinisatif ini diatur di

dalam Pasal60 ayat (l) UUPK. Adaprm sanksi adrninisuatif mentrnrt ayatQ) berupa

penetapan ganti nrgi paling banyak Rp.200.000.000,- (dua rahrs juta nryiah)

Dalam dengan hak gugatan konsumen terhadap pelaku uasaha

sebagaimana yang diafir dalam Pasal 23 jo Pasal 45 {LIPK yang tidak mementrtri

tanggung jawab sebagaimana di*ur di dalm Pasal 19 uLlPK, be,rdasa{can ketemtuan

Pasal 55 t t PK berhubungan dengan Pasal 38 KepMenperindag BPSK dalam hal ini

majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen selambat-lambauya 2l (dua puluh

satu) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK.

Adanya ketentrmn yaag meinbatasi dalam jangka uxaktu 27 Mri, BPSK hxus

menyelesaiakao se,ngketa konsumen dan mengeluar{ran keputusan adalah untuk

mencegah agar penyelesaian sengketa tidak bertan$.lan*, pembatasan *."5t1*kan

melrjqdikan psoses penyelesaian s@gk€ta konsumen di BPSK akan dapat berjalan

dengan c€pat. Hal ini tentunya akan menguntungkan pihak konstrmen, konsumen

tidak harrs mengeluarkan biaya yang banyak dengan demikian tidak menjadi beban

konsumen

Keberadaan BPSK pada permulaannya hanya ada pada l0 kota yang dibentuk

berdasarkan Kryutusan Menperirdag Nomor 90 Tahun 2001 dan dalam

perkeurbuge selaajrurya dengan Keputusan Presiden Nomor 108 Tatua 2ffi4 dan

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005telah dib€rfuk 18 BPSK. Jadi jumlatl

BPSK disehnuh lndonesia sebanyak 23 di selunrh lndonesia Kondisi ini akm tetap

meajadi beban berat bagi BPSK 'talam menyelesaikan sengk€ta konsumeir kanena



67

BPSK juga harus rnelayani gugatan konnsrmpn yaag berdomisili bukan ditempt

k€dudukan BPSK. Hat ini sebagaimana yang diamanatkan di datam ketentuan pasal2

Keppres No.90 Tahun 2001 bahwa setiap konsumen yang dirugikail atau ahli

unarisnya dapat m€nggugat pelaku usaha melalui BPSK dit€mpat domisili konsumen

atau BPSK yang terdekat.

Selaqiuhya di bawah ini akan dirraikan kasus-ka$s yang masnk ke BPSK dilihat

dad penanganannya. T€rhadap l<asrrs-kasus ini dapat dikategorikan menjadi beberapa

kategori. Menunrt Drs. H. Suherdi Sulendi, k€tua BPSK Bandung, kasus-kasus

ters€brt dryt dikategorilcan:

l. kasus yang masuk dan dapat diprose# diselesaikan.

2. l<asrs yang masrk kemudian diselesaikan sendiri oleh para pihak diluar BPSK:

- konsumen mengadu dan telah mengisi formulirpengaduan di BPSK namun

kemrdiau pam pihak meoyelesaikannya sendiri ditruar BPSIL

- konsumen yang mengadu dan telah mengisi formulir di BPSK kemudian

menyelesaikannya sendiri diluar BPSK dan melapor secar& tertulis ke BPSK,

keinudiaa mencabut gugataonya

3. kasus yang masuk ke,mudian ditolak oleh kare,na tidak me,menuhi keteotuan yang

b€daku" atau bukan kewemangan BPSK.

4. ka$s yang mas* daa telah mmtfii syarat akan tetapi dalam penaogamya

mendapatkan kendala teknis, de.ngan demikian meqiadi tertunda penyeteaiarnya.

Adapm lcasrs yang masuk BPSK kota Ban&mg dapt dilihd pda tabel 3 di

bawahini:
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Tebcl3

Juntrrh kasus yrng terdrfter di BPSK Bendung

Berdassrkrn Metde Penyeleden Sengkctr"

No Metode
Penyelesaian

Jumlatl hesentasi (%o)

l. Konsiliasi 6 6,60/o

2. Mediasi t7 18.7o/s

3. kbitrase 25 27.sYo
4. Di luar sidans 43 47-2Yo

Junlah 9l l{}0olo
Sumb€fi dffi diolah dari dm sehmder BPSK Bandrmg Juili 2006

Dari data tabel 3 di atas dapat kita dik€tahui hhwa penyelesaian smgketa

konsuma di BPSK kota Bandrmg, ada yang diselesaikan melalui mekanisme

konsiliasi, mediasi, arbitrase dan di luar sidang.

Dtri data tabel tersebut dapat diketahui dan kemudian penyelesaiaonya

diselesaikan sendiri oleh kousumen dar pelaku usaha dilur persidangaa, ini

sebenyak 43 kasus (47,2 yo) dengan perincian: gpgatan yang dicabut sebanyak 8

kasus, pedrara ditolak oleh karena tidak mementrhi persyararan peraturan 7 kasus,

tidak ada kes€pakaatan I kasus, dan tidak merailih mekaniw penyelesaian

sebagaimana yang menjadi wewenang BPSK 27 kasus. Jadi dengan demikian

prosentasi kaurs yang diajukan ke BPSK oleh konstrsren dengan menggunakan

mekanisme konsiliasi, mediasi dan arbihasehanya sebanyak 52,8o/a.

Namun perlu diperhatilran meskipun telatr dipilih dengan cara konsiliasi, mediasi

ataupuu arbitrase masih terdapat gugatm yang tidak terselesaikan dengan
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kesepakatm aofiam para pihak baik dalam konsiliasi maupun mediasi, bohkan ada

yang gugatannya dicabut.

Dari ke 9l kasus yang diajukan penyelesaiannya di BPSK dan 38 kasus yang

cara penyelesaimrya dilihat s€cara acalq dalam ini adaleh meliputi: berita

efiapenolakan perkara 3 kasus, akta perdamaian 2 kasus, putusan konsiliasi 4 kasus,

melalui mediasi l0 ka$s, dan prtusan atitase 19 kasus.

Adapun mqiadi dasar penolakan p€*ara yang didukan kepada BPSK oleh

karena stdah tidak menjadi kewenangan BPSK oleh karena konsumen dan pelaku

usaha telah melalrukan penyelemian sengketa melalui Badm Aftitrase Nasioral

Indonesia(BAND.tl

Meskipun penolakan kasus didasarkan atas ketidalrrenangan BPSK narnun

BPSK tetry merrbrntkan berita acara tentang penolakanpenyelesaian pe*ara

tersebrr.P Disarnping itu pemolakan penyelesaian sengketa konsurnen dengan flaku

usaba melaui BPSK dapat t€rjadi karena kehendak pelaku usalra, misalnya kasus

Tomson Panjaitan ftonsnmen) seba$i penggugat dengan p1 ginga Laugit Jaya

(pdaku usaha) s€bagai tergugat Adapua yang me,njadi alasan penolakan torgugat

yang dike'raukakan dalam sratnya, tergugat strdah Milih penyelesaian sengketa

rr Berita Acra BPSK Pe,merinah Kffi Bmdung No.13/P3K/BPSM(2003 tentary Peootskan
Ped@a silara Didi Sdetiito di Bandrmg s€bagai Kmsumen da PT Pra Bandrmg Propertindo di
talfih.

12 Pergadtra Konsrmen No.l2l?3K/BPSMff2003 tanggal 15 S€ptmb€r 2003. P€d(m ete
Topik Hasyim Krnaen ftmsumen) deirgn PT Asta Sedaga Finmce, Bmdrmg.
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dengan cara lain pemlakan melalui surat Nomor llMl0tBSIl2003 tanggat 26

Oktober 2003.13

Apabila diperhetikan data di dalam tabel 3 tersebut juga dapt diketahui

konsumen lebih cendenmg memilih penyelesaian sengketa dengan arbitase

dibandingkan dengan cara konsiliasi &n mediasi. Hal ini t€fu*ti penyelesaian

melalui mekanisme arbitase sebanyak 25 kasus Q7,5Vo).Sedangkan yang me,nrilih

dengan cara konsiliasi 6 kasus (6,56yo) daa dengan cara diasi sebanyak 17 kasus

$8,7 yA. Namrm walaupun konsumen dan pelaku usaba memitih cara penyelesaian

sengketa melalui arbiffise, dari 19 ptfusm setelah dit€liti te'rnyaa ada 3 kasus

diselesaikan deng;an melalui perdamaiaq 7 kasus g$gptan penggugat ditolalq I lcasus

gugatan penggugat gugur demi hukuq dan sebanyak 8 kasus gugatan peNlggugat

dikabulkan.

Terhadap putusan-putusan arbitase ini isinya mirip dengm ptrhsan hakim

pengadilan yang secam umum memuat identitas para pihak, &duk perkaranya,

pertimbangan hukum dan amar putusan rnisalnya: mengabulkan gugatan penggugat

mtuk setmgran, mernbatalkanperjarfiian, menghukum tergugat rmttrk mengembalikan

sejumlah ueng dan selebihnya menolak gugatan penggugat. Selar$uhya di baunah ini

diuraikan data dalam tabel tentaag banyaknya kasus pertahur yaog diadukan di

BPSK Bandung.

,_ B Penolalcan gpgatan Penggugat pada Sura0q/a didreartan kefentum pasal45 ayat 2
tluPK.yutg m€nyshlcan: penyelesaian s€ngk€ta konsumen dit€mprh melalui pengpdilan stau diluar
pengadilsn berdasarkan pilihan suhela pra pihak yang bersengketa"
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Tabel4

Jumlah Kasus pcr tehun ymg didaftarkrn di BPSK Bendung

No. Tahm Metode Penyelesaian Diluar

sidang

Jwrlah

Konsiliasi Mediasi Arbitrase

I 2003 2 6 I 9 18

2 2004 4 7 5 l1 27

3 2m5 2 t2 t7 31

4 2M 2 7 6 l5

6 t7 25 43 9t

Sumber: diolah &ri dm sekrder BPSK Bandtmg Juni 2m6, bhrm 2ffi6 smpai bulm Jrmismpsr
yang didaftar*m seh)'ak 15 kasus.

Dad data dalam tabel4 tersebtrt rySila diperhatikan jryluh l€sus yang didtrkan

ke BPSK dri tahun ke tahrm mengalami peningl@tan. Pada tahrm 2004 bertambah 9

kasus jadi naik 50%. Jadi kenail<an cukup signifikaq dan pada talrrm 2005 meningkat

4 kasus, jadi kenaikan kurang lebih 14,8%. Namun daa pada 2006 hingga hilan Jrmi

kasus yang didafta*an bartr mencapai 15 kasus, dengan demikian belum d@t

di@iksi apal@h pagaduan reningkat atau menunro.

Berikutnya di bawah ini akan diuraikan kasus yang didaftarkan di BPSK

Palembang:
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Tabel5

Jumlah l(asus yang didefterkrn di BPSK Palembrng

berdasar*m metode penyeleaim.

Tehun 20O3 November 2fr16

No Metod€ Penyelesaim Jumlah Preser*asi (7o)

I Konsiliasi 9 29

2 Mediasi t4 4s2

3 tubitas€ I 32

4 Di luarsidang 2 6,5

5 Kasus dalam proses pnyelesaian 5 16,1

Jumlah 3l 100

Sumbtr diolah dari de sekud€r BPSK PalmbmgNovembsr 2006.

Dari data di dalann tabel 5 di atas d@, diketahui bahwa konstrmen cendenmg

lebih memilih cara penyelesaian dengan mediasi dan selar{ufiryra konsiliasi dan baru

arbitrase. Hal ini befteda dengm BPSK di kota Bandung di BPSK Bandung pra

pihak yang bersengketa lebih banyak memilih rneoggmakan cara ar.bitrase untuk

menyelesaikan sengkaanya.

Dari data di dalm tabel 5 di atas dapat disimpulkaa bahura dari aspek budaya,

sikap masyarakat konsumen di Palembang cenderung memilih penyelesaian sengketa

dengan pelaku usaba dilakukan sendiri dengan kesepakatan melalui konsiliasi dan

mediasi untuk perdamaian.

Hal ini senada dengaa yang dike,mukakan oleh Daniel S. Lev yang meiryatakan

bahwa budaya hukum di Indonesia dalam penyelesaian konflik memEmyai
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karakteristik sendiri yang disebablcan oleh nilai-nilai tertentu Kompromi dan

pedailtaian nilai-nilai yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat.

Nilai-nilai tersebtrt rmtuk memberikan tekanan pada hubungan-hubungan

personal, solidaritas komunal serta penghindaran teftadap sengketa-serryketa" Oleh

karena itq pikiran mengenai pengenrbangan konflik dan penyelesaiannya tidak

mendapd &rkungan yang cuktry. Mempertahankm pedamaim menrpakan ffitu

usaha t€rpuji sehingga dalam konflik t€r$qud dalm bentuk p€milihn

kompremi, pendelotan ltmak (self ryproach).ra

B Kekuatrn Puturtr BPSK

Sebagaimam ditentukaa di dalam Pasal 54 ayat (3) putusan majelis benifat final

dan mengilcatPengertian fiml berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dao

berakhir. Sedang kata mgikat mmgmdrmg arti memaksa sebagai sesuatu yaag

harus dijalankanoleh pihak yang diwajiblon untuk itu.

Bsdasrkan penjelasan dari Pasal 54 ayat (3) ut PK. Yang dimaksud dengan

ptfisaa majelis bersifu final adalah bahwa dalam Badan Penyelesaian Sengketa

Konsnmen t€rs€but tidak ada upaya banding dan kasasi. Me,nunrt res judicata pro

veritate hobetur, menyatakan bahwa suatu ptrttrsan yang tidak mungkin lagi unh*

dilakuh ryalie hukurn, dinyatakan sebagai puilsan yang mearprmyai kekuatan

hukum yang prti. Bodasarkan prinsip tersebut" puttrsan BPSK harus dipandaug

ra Ade lt[aman Suhermm"IDid,hlm. 16.
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seba.gai putusan )ang m€mpm]lai kehntan hftlm yang Fsti (in bocltt vut

hewijsde\.rs

Akan tetapi apabila ketentuan Pssal 54 ayat (3) LJUPK dihuhmgkan dengan Pasal

56 ayat(2) ulJPKjelas sangat kontradiksi. Pasal 56 ayat (2) t UPK para pihak dapat

mengajukan keberatan k€pada pengadilan negeri Fhng lambat 14 (empat betas) hari

kerja setelah menerima pemberitahnr putusm tasebut.

Sebeoarnya apebila dipahmi dari masing-masiag ketiga cara tersebut tentang

cara penyelesaian sengketa yakni konsiliasi, mdiasi, atau arbitrase akan dik€fahui,

bagaimffia kekuatan huhm putusm BPSK.

Sebcgaimana png ditentukan di dalam Pasal 5 ayat (10) dar (2) KepMenpe

rindag Nomor 350/MPP/Kep/2lt20l,penyelesaian sengketa konsumen dengan cara

konsiliasi dan mediasi dilakukan serdiri oleh para pihalc Hasil penyelesaian sengketa

konsumen fugan cara konsiliasi dm mdiasi dihnt dalam perjanjian tertulis yang

ditandaang;ani oleh konsumen dan pelaktr usaha yang bersengketa dao selar{utnya

dikuatkm dengan keputusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota

majelis

Dari keteNfiran Pasal 5 Ke,pMen di atas jelas penyelesaian secara konsiliasi dan

mediasi diseleaikan sendiri oleh pra pihak, yang kemudian dituangkan di dalam

perjanjian tertulis! konsiliator dan mediatortidak dapat membuat ke,putusan apabila

para pihak tidak t€rjadi kesepakatan yang selanjuhya dituanel<an dalam perjanjian

tertulis.

t5rbid,hlm.cg.
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Perjaqiiao yang mereka buat dengan sffiaf,a sah akan mengikat para pihak sebsgai

undang-undang dengan dernikian s€cam yuridis harus ditaati oleh para pihak yang

membuatnya. Dalam penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi dan mediasi ini

sdah sepatutnya rybila putusan majelis basifat final dan mengikat. Secam teoritis

tidak dapat diajukan keberatan ke pengadilan negeri. Apabila dapat diajukan

keberatm rnaka kepstian hukum dalam ffimjian akan dilanggar .

S@ara normatif deirgan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia tentang tata cara mengqir*an keberatan terhadap Srtusan Badan

Pe,nyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Putusm BPSK tethdry sengketa yang

diselesaikan dengian cara konsiliasi dan mediasi tidak dapat diajukur keberatan, hal

ini dapat dik€tahui dari Pasal 2 &i Peraturan Mahkamah Agrrng Nomor 0l Tahtm

2006 yang menyatakan keberatan hanya dapat diqiukan tertradap putusan a6itrase

yang dikeluarkm oleh BPSK. Dengan demikian sffiara acontrario tidak berlaku bagi

penyelesaian se,ngketa konsrunen dengan secara konsiliasi dan mediasi.

Oleh karena itq putusan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsume,n melalui

cara konsiliasi dan mdiasi benar-benar b€rsifar final dan mengikat dengan demikian

mempunyai kekuatan hulilm pasti (r1n bacht von gawijsde). Sebagai konsekuensi

hukumnya pihak yaog berwajib melaksanakan harus mematuhinya.

Akan tetapi berdasarkan Pasal 57 LJLJPK, putusan Badan Penyelesaian Sengk€ta

Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), yakni yang bersifat final

dan mengikat hmrs dimintakan penetryan eksekusinya kepada Pengadilan_ Negeri

dilempqt konsumen yang dinrgiloa Nannm ternyata apabila pelaku usaha fidak
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menjaleakannya secara sukarela me,skipun pufirsan Badail Penyelesaian S€ogketa

Konsumen (BPSK) telah dimintakan penetapan fiat eksekusinya k€pada Pengadilan

Negeri ditempat kdudukan konsuma. Maka meirurut Pasal 56 ayat (4) LILJPK

Badan Pe,lryelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) uenyerahkan putusaanya k€pada

penyldik untuk dilah*an penyidikan sesuai denggn ketentuan perundang:rmdangan

yang bertaku. Mffiurut ketentum Pasal 56 ayat (5) T IJPK putusao Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bukti pennulaan yang cukup

bagi penyidik untuk melaknkan penvidikan. Menuns Yusuf Shofie, kesan dari

ketentuan Pasal 56 ayat (4) dan ayat (5) UIIPK tersebut bahwa tidak me,matuhi

puhsan BPSK yang sudah tidak muagkin lagi diaj*an keberatan dan telah

dimintakan fiat ekselusi, merupakan salah satu tindak pidana dibidang perlindungan

konsumen Norrra hukum ini dapat m€qiadi sdah satu penghormatan terhadap

lernhga pemditaq dalam hd ini Peneadilan Negeri.r6

Kehanrsan putusan mqielis untuk dimiiltakan p€,nstapan ekselnrsinya kepada

Pengadilan Negeri sebagaimana yang ditentukan dalaur Pasal 57 t LIPK hal ini oleh

kareoa BPSK metrHng hkan le,mbaga perdilan BPSK menrpakan lembaga quasi

rechtsprruk Dengan demikiaa ptrtusannya baru dapat dieksekusi setelah Pengadilan

Negeri meugeluartan fiat els€hsirya- Mentmrt peneliti kelrarusan dimintakanaya

fiat el<sekrlsi @a cara penyelesaian s€ngketa dengan konsiliasi dan mediasi tidak

seharusnya, karena penyelesaiao selrgketa deng;an cara tersebut adalah hasil

rt Ynsuf Shofie, Ap. C it.,hlro.l2i.
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pe{anjian para pihalc, majelis tidak alcan mengeluarkan putusan tanpa adanya

perjanjian tertulis dari para pihak

Akan tetapi bukan tidak mungkin di dalam penyelesaian sengketa konsmren

antara pel*u usaha dengan konsumen tidak berhasil dalam arti tidak terdapat

kesepakatan diantara para para pihalL dengan demikian tidak t€{adi perjardian

diantara pa pihak. Dalam hal demikian BPSK tidak mengehrartan putusan.

Terhadap tidak bertrasilnya penyelemian sengketa antara pelaktr usaha dengan

konsumen ada upaya penyelesaian laiq yaitu salah satu pihak berhak dan dapat

mengajtrkan gugatan ke Pengadilan Negeri di te,nrpat kedudukan konsumen. Perihal

ini diatur di dalam Pasal45 ayat (4) t tlPK. Pasal tersebut rnengatakan apabila telah

dipilih upaya penyelesaian se,ngketa konsurren di luar pengadilan" gugatan melalui

pengadilan hanya dapat ditemptrh apabila upaya tersebrfi dinyatakan tidak beftasil

oleh salah satu pihakatau oleh pmapihak yang bersengketa.

Gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri ini sifamya sama dengan

gugatan perdata pada umrmnya baik dengan dasar wanprestasi mauprm berdasarkaa

gpgatan melawan hukum. Pengajuan gugatan ini tidak melibafkan pihak mediator

ataupun konsiliator sebagai pihak yang berpe*ara di pengadilan. tlal ini oleh karena

penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi dan mdiasi mtnni dilakukan oleh para

pihak sendiri.

Pengajuan gugatan atas ketidakberhasilan dalam penyelesaian dengan cara

konsiliasi dan mediasi ini bukan menryakan upaya keberatan namun menrpakan

gugatan banr yang s€muanya tunduk pada hukum acara perdata dan penyelesaian
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sengketa ini meqiadi wewenang Pengdilan Negeri dengan de,mikian BPSK tidak

mempunyai peranan lagi.

Selanjtrtnya bagairnana dengan putusan majelis pada BPSK apabila konsumen

dan pelalu usaha m€milih pe,nyelesaian se,ngkaaaya dengan arbitase. Perlu

dipErhatikan bahwa pda penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase,

para pihak m€milih trbit€r dai unsrn pslaku uasha dm korsnmen sbagai mggota

majelis. Hal ini diatur di dalam Pasal 32 ayat (l) KepMenperindag Nomor 350/I\,{PP/

Kep ll2l2@1. Ikmudian berdasarkan ketentuan ayat Q) dari pasal yang sama arbiter

yang dipilih oleh para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (l) mmilih

a$iter ketiga dari aaggota BPSK yang brasal dari unsu pmerintah sebagai ketua

majelis.

Dalarn persidangan berdasa*an Pasat 33 ayafr. (l) KepMenperindag Nomor 3501

MPP/Kep/t2r2wl, kstua majelis urqiib memberikan petrqiuk kepada konsumen dm

pelaku usaha mengenai upaya-upaya hukum yang digunakan oleh konsume,n dan

pelaku usahayang bersengketa. Pada persidangan yang pertama ketua majelis wajib

mendamaikan kdua belah pihak yang bersengketa

B€rdasarkao keteirtuan Pasal 35 ayat (3) KepMenperiadag yang sama apabila

dalam proses penyelemian sengketa konsumen terjadi perdamaian antara konsumen

dan pelaktr usaha yang bersengt<eta" m4ielis wajib membtrat puttrsm dalam beotuk

penetapan perdamaian. Akan t€tapi bilamana tidak tercapai perdamaian maka

persi'Iangm dimulai dengan merrbacakan isi gugatao konsurnan dqn $rat jaunahn

pelaku usaha (Pasal 4 ayat (l) KepMenperindag No.350/1,IPP/I(ep/l2l2Wt).
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Berdasa*an ketentuan Pasal 37 ayat (4) dari KepMenporiodag tersebut, hasil

penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dibuat dalam bentuk putumn

majelis yang ditandatangani oleh ketua dm anggota majelis.

Seba&funana ditentukan di dalam Pasal 54 ayat (3) LJLIPK, putusan majelis

bersifat fiml dan meugikat. Berdasarkan penjelasan Pasal 54 ayat (3) UTIPK'yang

dimaksud dengan prtusm majelis bqsifat final adalah bahwa dalam Badan

Penyelesaian S€ngketa Konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi. Apabila

dilihaf, dari keteirtrun tersebut tampaknya keputusan ters€but mementrhi rmdang-

undang arbitrase modern yang dapat rnenjadikan putusan arbifrase efektif. Undang

Undang a$itrase nrodern msngesampingkan campur hngan peradilan umum.

Akan tetapi kenyataannya ffi4 sifat final dan mengikat putusan aftitase

menjadi hilane. Hat ini oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat Q) uuPK

para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilao NegBri palins lambat 14

(empat belas) hari kerja setelah mererima pemberian prffisan tersebut.

Ketentuan Pasal 56 ayat (2) LltlPK inijelas bertentangan dengan Pasal 54 ayat (3)

{.JLJPK- Adanya ketermun Pasal 56 ayaf (2) iili menjadikan prhrsan BPSK yang

sifahya final dan mengikat tidak efektif,

Mentnrt Friedmao, zubstansi h*um yang demikian akan me4iadi huruf mati.rT

Hal ini oleh karena ketentuan Pasal 54 ayat Q) UUPK yang meiryatakan putusan

majelis bersifat final dail mengikaq kfiususnya pda putusan arbitrase menjadi tidak

r7 looseirtius Samsul, Pcrlb&nga Xotlrlrlrwn, Program Pasca sarjana Fakultas Huhm
Universitas Indonesia, Jalwta,2004.,hlm.293.



80

berarti dan akan meqiadi huruf mati, dengan adanya ketentnn Pasal 56 ayar Q)

ULJPK yang memberikan hak para pihak yang berseirgketa untuk rnengajukan

keberatan kepada Pengadilan Negeri.

Kebemdaan Pasal 56 ayatQ) t€rs€but dikuatkan oleh ketentuan pasal 2 Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0l Tahm 2006 tentang Tata cam

Pengajuan Keberatan yang menyatakan keberatan hamya dapat diajukm tdadap

putrsan arbitase yang dikeluarkan oleh BPSK. Dai ketentuan tersebut menurtrt

peneliti berarti tvlahkamah Agung mendukmg keberatm Pasal 56 ayat Q) LJUPK

khususnya teftadap penyelesaian sengke{a konstrmeu oleh BPSK dengm cara

arbinase untuk diajukan keberaan ke Pengadilan Negeri. Dengan adanya Pasal 56

ayat Q) dan Pasal 2 Putusan Mahkamah Agrmg Nomor 0l Tahun 2ffi6,, putusan

BPSK pada penyelesaian s€ngketa korsrmen dengm cara arbitase merfadi tidak

bersifat final dm mengikag dengm d€mikian tidak ue,mpunyai kekuatan hukum

pasti.

Bartr apabila puhrsan majelis pada BPSK dalam pnyelesaian seirgketa konsumen

dengan cara arbitase para pihak tidak rcrgaj,rkaa keberatan maka putusan tersebut

mempunyai kekuatao hukum yaog tetry. Putusan BPSK dalam penyelesaiaa sengketa

konsumeir pada penyelesaian sengketa dengm cra arbitase ini sama halnya dengan

peiryelesaian sengketa dengan cara lconsiliasi dan mediasi trarus dimintakan

penetapan elsekusinya keFda Pengadilan Negeri di tempat koasumen yang

dirugikan
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Ke,mbali t€ftadap hal untuk mengajukan keberatan atas putumn arbitrase ke

Pengadilan Negeri. Adanya ketentuan Pasal 56 ayat (2) uuPK yang ditegaskan oleh

ketentuan Pasal 2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Dibuka

Kemuagkinan tentang Mengajtkan Keberatan Putumn BPSK te&adap cara penyele

saian sengketa konsumen deirgan cara arbitase harus diartikan mengajtrkan upaya

hukum bmding dan sela$trhya a@ila ptfrtsan Pe,ngadilan Negoi pada patara

pengajuan keberaan para pihak tidak pus, maka dapt diajukan upaya hul$m l€sasi.

Hal ini ditentukan di dalam Pasal 58 ayat (2) III'JPK.

Adapun isi pokok pasal tersebut adalah teftadap putusan Pengadilm Negeri

dalam p€rksra keberatan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat

diajukan losasi ke Mahkamah Agrmg. Diberikannya hak para pihak dalam

penyelesaim s€ngk€ta konsumen rmtuk mengajtrkan keberaan kryada Pengadilan

Ne$ri ditempat konsunren yang dirugikan dan dibukanya mengajrrkan kasasi pda

p*usan pengadilan keberatan akan menjadikan proses penyelesaian senglceta

konsume,n menjadi lebih paqiang; walaupun masing-masing tahap dalam proses

sudah ditqffikan dalam Udang Undang. I{al ini tidak sesu&i de,ngan ketentuan Pasal

4 ayat (2) dari Kep Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/l2l2W yang mengafakan

penyelesaian sengketa konsumen bukan menrpakaa proses penyelesaian seryketa

secara Uerjeqiang.

Selaqiutnya di bawah ini akan dikemrrkakan tentang persyaratan pengajt an

keberatan tatadap putusan BPSK dalm sengketa yang diselesaikan dengan cara

arhitrase. Menunrt ketenfi,raa Pasal 6 ayat (3) dari Peraturan Mahkamah Agung No.01
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Talun 2m6, kebemtan tsftadap percm arbitrase BPSK dapat diadukan ryabila

memenuhi persayaratan pemhtalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam

Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Talnm 1999 tentang Arbitrase dan Altsnatif

Penyelesaiam Sengketa, yaitu:

L Srrrat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan" setelah putusan

dijatuhkaq diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. Setelah prsusan a$itrase BPSK diambil ditmukan dokumen yang bersifat

mene,ntukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c. Putusm diambil daxi hasil tipu muslihat yang dilakukan ol* salah satu pihak

dalam pemeriksaan sengketa

Isi ketentuan Pasat 6 ayat (3) Peraturan Mahkarnah Agrmg Nomor 0l Tahun 2006

jelas-jelas mengambil selunrh isi pokok ketentuan yang diatur dalam Pasat 70 UU

No.30 Tahun 1999.

Jadi dengaa adanya ketentuan-ketentuan Pasal 56 ayat (2) utlPK dan ketentuan

Pasal 2 Peraturan Mahkarrah Agung Nomor 0l Tahuo 2006 tentang dapat

dQiukannya keberatan t€rhadap putusan arbitrase pada BPSK t€rhadap penyelesaian

sengketa konsumen b€rarti ketentuan Pasal 54 ayat (3) LruPK yang menyatakan

putusan majelis bersifat final dan mengikat dianulir. Dengau demikian sebagaimana

penulis kemukakan di ataq prtusan seogketa konsunen melalui penyelesaian

sengketa dengao cara arbitrase pada BPSK tidak bersifat final dan mengikat dan tidak

kekuatan hukum pasti kecuali putusan tersebut tidak diajukan keberatao

oleh salah sahr pihak yang bersengketa ke Pengadilan Negerl



BAB IV

PETTUTT'P

A. Kosimpmlan

l. Proses pengqiuan pnyelesaian sengketa konsumen dapat dilalokan dengan cara

tertulis atau lisan melalui seknetariat BPSK. Adapun tahap selanjmnya ketua

BPSK pelaku usaho $@ana ter.ttrlis setelah ada pengduan dari

konsumen. Tahap Uerifutnya pihak yang bers€ngketa menghadap ketua BPSK

yang ditugaskan untuk dijelaskan tentang mekanisme cara penyelesaian sengketa

ksnswr. Selaqiuhya ditawarh nntuk m€Nnifih cara peiryelesaian sengketa

b€rdasarl@n pilihan sukarela dan Ueri*umya para pihak menandatangani

kesepakatan apbila para pihak memilih konsiliasi atau mediasi maka ketm BPSK

akan rnembentuk m4ielis dan memetapkan waktu di tempat persidangan. Dan

bilamana para pihak memilih arbitase, maka para pihak dipersilahkan memilih

arbiter yang disediakan BPSK selar$utnya ketua BPSK menetapkan majelis dan

uilakfu serta t€mpat persidangan Mengenai tata cam stau bentuk penyelesaian

seugketa melalui BPSK dilah*an deagan 3 cara:

a- Penyelesaian sengketa secara konsiliasi

Pe,lryelesaian seN€keta ini dilalq*an s€odiri oleh para pihak yang bersengketa

dengan didampiogi oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh

majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Majelis benrpaya rmtuk

modamaikan pma pihak yang bssengketa hasil penyelesaian t€tap berada di

tangan parapihak.
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b. Penyelesaiaa S€ngketad€ogan caramediasi

Penyelesaian sengketa ini dilatrukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa

dengan oleh majelis yaog bertindak aktif sebagai mediator. Majelis

aktif dengan ure,mberikan oasiha[ petu4iuh ssmrr dan upaya lain dalam

penyelesaian sengketadan hasil keputusan diseratrkan kepada para pihak.

Hasil penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi atau mediasi dibtrat dalam

perjaqiian terhrlis png ditandatangani oleh konsumm dan pelaku usaha yang

bersengketa. Perja4iian tertulis tersebut dikuatkan dengan Keputusan h[ejelis

yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Perjaojian para pihak yaug

dikuatkan d€ngsn puhrsan mqielis bqsifat final dan kehratan

mengikat. Kepufisan majelis dalam ini tidak memuat saoksi

administasi.

c. Payelesaiao smgketa deagan arbimse

Penyelesaian Sengketa konsumen dengan cara arbitrase dilah*an sepenuhnya

oleh majelis yang bertindak sebagai arbiter. Peran majelis sangat aktif rmtuk

Mamaikan para pihak yang besengketa- Cara persuasif tetap dilakukan

dengan memberi penjelasan kepada para pibak yang bersengketa perihal peraturan

perundangudangan di bidang perlindrmgan konsumen. Melalui aara ini

k€psusan dalam penyelesaian ser€keta sepenuhnya meqiadi

m4ielis. Hasil peqrelesaian sengketa konsrmen dengan cara arbitase dibuat

dalam bentuk putusan majelis yang ditardahgani oleh ketua dm anggota

m4ielis Puhmn dapat memuat saoksi admiaistratif t€rhadap keprfisan m4ielis
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&

l.

dapat disdr*an ke,beratan di Pemgadilan Negeri sebagai up]ra banding daa

selanjr*nya putusan pengadilaa atas permohonan keberatan dapat diajukan kasasi.

Kehratan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsu,men sebagaimana

diteNlhilmn di dalam Pasal 54 ayat (3) t UPK adalah bersifat final dan raengikat.

AI€n tetapi t€ftdap putusan BPSK ini beidasarkan keteirtmn Pasal 56 ayat Q)

IrL]PK dapat diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Namun dengan

dikeluarkannya Persrran Mahkamah Agmng Republik Indomesia Nomor I

Tahun 2@6 dalam Pasal 2 menyatakan keberaAn hanya dapat diajukan terhadap

putusan arbitrase yang dikeluarkaa oleh BPSK. Oleh t<arena itu putusan BPSK di

dalam penyelesaian sengketa konsrmen dengan cara arbitrase tidak bersifat final

dan mengikat" Sedangl€n keptrtusan BPSK dalam penyelesaian sengketa

konsumen dengan cara konsiliasi dan mediasi merupakan putusan yang bosifat

final dan mengikat karqa tidak daFt dia{ukm kebqatan- Namun ptrtusan BPSK

baik putusan penyelesaian melalui mdiasi, konsiliasi dsn arbihase harus

dimintakan fiat elaekusi di PengadilanNegeri.

Srmr

Agar tujuan Undang Undang Perlindungau Konsumen dahm menegakkan

pedinduogan konsumen dapat terealisir hendaknya pemaintah dengan bekerja

mma dengan pemerintah daerah mbentuk Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen di masing-masing Ibu Kota da€rah kabupaten dan lbu Kota daerah

kota di selunrh Indonesia
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3.

Agar ryielis pada Badan Penyelesaian Se'ngke,ta Konsurnen dapat meqialaakan

firngsinya sebagaimana yang diamanafikan dalam Undang Uadang Perlindungan

Konstrmen maka perlu kiranya $$unan majelis yang menghanrskan ll3

anggo{arrya beryerdidikan di dalarn bidang hukrm perlu diadakan penrbahan

menjadi 2/3 karena kurang rep,resentatif, Hal ini oleh l€r€oa sengketa konsumen

adalah sengketa antara konsumen dengan pel*u usaha yang terjadi dalam

hubungan huklm yang melahirtan hak dan kewqiiban" Dengan &errrya 213

anggota dalam susunan rnajelis yang berpendidikan sarjana hukum akan lebih

mudah anggota majelis di dalam bertukar pikiran rmtuk memahami gugatan yang

didasulsm atas wary,restasi dau perhutan trukum, keadaan ini akan

memudahkan di dalam menrmtrskan prtimbangan hukum yang tepat sehingga

mqielis dapat mmbuat keprtusaa yang tept dm dil.

Adanya ketenamn yang kontadiksi di dalam Udang lJndaag Perlin&mgan

Konsumeir akan nmerfadi pemamlahan di dalam menegrkkan prliadrmgan

konsume,n" dengan demikian BPSK akan me,ne,mui kesulitan dalm menjalankan

fimgsinya Oleh karena itq perlu kiranya pemerlnmtaU dalam hal ini Melrteri

Perindusrian dan Peldagaagan untuk mengrculkan perukhan atas ketentuan

yang tidak konsisten. tlengan dmya perubaban k€{enttm yang menjadikao tidak

adanya kete,lrtuan yang konhadilai akan memtrdatrkan BPSK rnenjalarkaa

fimgsinya
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